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ABSTRAK 
 

Kajian  Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas 
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen Kota Medan Di 

Pengadilan Negeri Medan  
(Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn) 

OLEH : 

Tegar Fransciskus Silalahi 
REG. NUMBER: 198400228 

 

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis BPSK adalah final dan mengikat. Namun, 
Pasal 56 ayat (2) UUPK memungkinkan para pihak untuk mengajukan keberatan 
kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan putusan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Medan menerima 
banyak permohonan pembatalan putusan BPSK, salah satunya adalah putusan No. 
307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan 
konsumen dalam mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dan menganalisis 
putusan hakim terkait gugatan keberatan konsumen terhadap putusan 
BPSK.Penelitian ini menggunakan teori dari berbagai ahli hukum sebagai acuan 
untuk mengumpulkan data-data.Data-data ini dikumpulkan melalui studi 
dokumen, seperti buku dan jurnal ilmiah pendukung yang terkait dengan topik 
penelitian, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa konsumen dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan 
Negeri jika tidak puas dengan putusan BPSK. Namun, konsumen perlu memeriksa 
apakah putusan BPSK melanggar undang-undang yang berlaku agar upaya hukum 
pertama dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak semua permohonan 
pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat 
diterima oleh Majelis Hakim. Hakim menolak pembatalan putusan BPSK No. 
307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn dengan alasan memperhatikan asas kepastian, 
kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan 
permintaan gugatan tergugat, tetapi juga mempertimbangkan apakah putusan 
BPSK sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak serta pelanggaran otoritas 
BPSK. 

 
Kata Kunci: Konsumen;BPSK;Putusan;Pembatalan;Otoritas;Hukum
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ABSTRACT 

The Legal Study of Requests for Objections by Consumers to the Decision of 
the Medan City Consumer Dispute Settlement Agency at the Medan District 

Court  

(Regarding Decision Number: 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn) 

 

BY: 

Tegar Fransciskus Silalahi 

REG. NUMBER: 198400228 

 

The decision issued by the BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) panel is 
final and binding. However, Article 56 paragraph (2) UUPK (Consumer 
Protection Law) allows parties to submit objections to the district court no later 
than 14 working days after receiving notification of the decision. In 2022, the 
Medan District Court received many requests for annulment of BPSK decisions. 
One of which was decision No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn. This research 
aimed to study the consumers' reasons for filing objections to BPSK decisions and 
analyze the judge's decision regarding consumer objections to BPSK decisions. 
This research used theories from various legal experts as a reference for collecting 
data. This data was collected through document study, such as books and 
supporting scientific journals related to the research topic, and then analyzed 
qualitatively. However, consumers needed to check whether the BPSK decision 
violated applicable law so the first legal remedy could be conducted well. Not all 
requests to annul the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency could 
be accepted by the Panel of Judges. The Judges rejected the annulment of BPSK 
decision No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn on the grounds of noticing the 
principles of certainty, benefit, and legal justice. The judge not only considered 
the defendant's lawsuit request but also considered whether the BPSK decision 
followed applicable law or not, as well as a violation of BPSK's authority.   

 

Keywords: Consumer; BPSK; Decision; Annulment; Authority; Law. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan dan peralihan dari negara 

yang bergantung pada pertanian menjadi negara yang fokus pada sektor industri. 

Pertumbuhan industri dalam skala kecil, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), 

dan sektor industri besar semakin menyerap ribuan pekerja dan mengakibatkan 

peningkatan dalam produksi barang industri di dalam negeri. Namun, dalam 

praktiknya, terjadi peningkatan jumlah individu yang memiliki bisnis yang 

menjual produk dan menawarkan barang kepada masyarakat sebagai konsumen. 

Situasi ini menimbulkan ketegangan persaingan antara pelaku bisnis dan 

konsumen di berbagai wilayah di Indonesia, karena produk yang dijual tidak 

selalu memenuhi harapan konsumen.1 

Keadaan seperti itu dapat memberikan keuntungan bagi konsumen karena 

mereka membutuhkan barang dan layanan yang bermutu untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Namun, di sisi lain, pelaku usaha dan penyedia jasa tentu 

menginginkan keuntungan maksimal. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan 

antara pelaku usaha/penyedia jasa dengan konsumen, di mana konsumen menjadi 

objek bisnis oleh pelaku usaha/penyedia jasa.2 

                                                             
1 Yusuh Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 39. 
2 Indra Mahardika Manggala Syaputra, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Studi Pada BPSK Kota 
Mataram)” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), Hal. 2. 
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Tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menjaga dan 

meningkatkan keuntungan melebihi pesaingnya kadang-kadang merugikan 

konsumen sebagai target utama. Dampaknya adalah kerugian bagi konsumen 

karena mereka tidak memperoleh produk yang berkualitas optimal.3 Konsumen 

seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan 

produsen atau pelaku usaha. Informasi yang diberikan kepada konsumen 

mengenai produk atau jasa yang dibeli cenderung tidak lengkap. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya transparansi produsen terkait kondisi produk yang 

mereka tawarkan. Pelaku usaha memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang 

kondisi produk yang dihasilkan. Mereka umumnya memiliki posisi yang lebih 

kuat, terutama dari segi ekonomi, dan tentu saja dalam negosiasi harga 

(bargaining position).4 

Terdapat berbagai macam kepentingan dalam kehidupan sosial, dan 

peraturan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan-hubungan tersebut. 

Hubungan yang diatur oleh peraturan mencakup interaksi antara individu dengan 

masyarakat, serta interaksi antar individu itu sendiri. Keterkaitan ini 

mencerminkan hak dan kewajiban dalam berbagai situasi kehidupan yang diatur 

oleh peraturan. Hak dan kewajiban yang diatur oleh berbagai peraturan 

bergantung pada konten dari peraturan-peraturan tersebut. Tujuan dari adanya 

                                                             
3 Shinta Dwi Enggraini and Suherman, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi,” Reformasi Hukum 
Vol. 26, no. 1 (Juni 2022): Hal. 99. 

4 N.H.T Siahaan, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, Grafika Mardi 
Yuana (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Hal. 14. 
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peraturan dalam suatu negara adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai 

dan harmonis di antara warganya.5 

Peningkatan kesejahteraan konsumen melalui penyusunan undang-undang 

yang mampu mengamankan kepentingan konsumen dan dapat diimplementasikan 

dengan tepat di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. 

Selain itu, penting juga untuk mempermudah penyelesaian sengketa konsumen 

yang timbul akibat kerugian materi, kesehatan, atau bahkan kehilangan nyawa 

dalam penggunaan produk dan/atau jasa. Situasi yang dihadapi konsumen di 

Indonesia, sebagaimana yang juga dialami oleh konsumen di negara-negara 

berkembang lainnya, tidak hanya sebatas pada proses pemilihan barang, 

melainkan jauh lebih kompleks. Ini mencakup kesadaran semua pihak, termasuk 

pengusaha, pemerintah, dan konsumen sendiri, mengenai urgensi perlindungan 

konsumen.6 

Mendapat dukungan dari perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia, 

upaya untuk melindungi dan memberdayakan konsumen terwujud melalui 

pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, lebih dikenal sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK). Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 

                                                             
5 Johannes Ibrahim and Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2004), Hal. 19. 
6 Nugroho and Susanti Adi, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya 

(Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 9. 
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tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku efektif setahun setelahnya, tepatnya pada 

tanggal 20 April 2000. 7 

Dalam UUPK dinyatakan bahwa pemberdayaan konsumen adalah tanggung 

jawab bersama pemerintah dan masyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip pembangunan nasional. Tujuannya adalah agar masyarakat 

konsumen yang mengalami kerugian merasa mendapatkan perlindungan. Setelah 

UUPK berlaku, yang pada awalnya diharapkan oleh semua pihak dapat 

memberikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul 

sebagai hasil dari undang-undang tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya 

muncul ketidakseimbangan dan kebingungan dalam penegakannya, terutama bagi 

pihak yang terlibat dalam implementasi aturan tersebut. Perlindungan konsumen 

tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala yang terkait 

dengan prosedur pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan prosedur 

hukum. Pasal 48 UUPK menjelaskan: "penyelesaian sengketa konsumen melalui 

Pengadilan mengacu pada ketentuan Peradilan umum yang berlaku dengan 

mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 45 di atas". 

Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen dari perilaku tidak etis seperti pemasaran yang 

tidak adil dan menyesatkan, praktik penipuan, pengaturan kredit konsumen, 

penagihan utang yang tidak sesuai, dan transaksi jual beli yang tidak jujur, serta 

                                                             
7 Tjoneng Arman, Christine Septiani, and Rizsal Epani HM, “Kewenangan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen 
(Studi Kasus Perkara PT. Candratex Dan PT. Asian Cutton Dengan BPJS Cabang Soreang),” 
Majalah Hukum Nasional Vol. 49, no. 2 (Desember 2019): Hal. 89. 
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produk cacat.8 Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak yang sama 

untuk mendapatkan perlindungan, dengan hak dan kewajiban masing-masing, 

sehingga terbentuklah lingkungan yang kondusif. Semua anggota masyarakat 

dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kesejahteraan.9 

Sangatlah pentingnya hak-hak konsumen, bahkan beberapa pandangan 

menyebutnya sebagai "generasi keempat hak asasi manusia," yang menjadi 

elemen kunci dalam evolusi konsepsi hak asasi manusia untuk masa depan.10 

Sebelum Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan, terdapat banyak 

permasalahan konsumen yang kompleks. Sayangnya, sebagian besar 

permasalahan tersebut sulit untuk diselesaikan baik melalui proses hukum 

maupun melalui mediasi. Salah satu alasan ketidakselesaian sengketa konsumen 

tersebut adalah karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur 

perlindungan konsumen (lex specialis), dan juga belum ada lembaga yang 

mewakili kasus-kasus tersebut..11 

Untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen yang terlibat dalam 

sengketa dengan produsen dan sebagai langkah lanjutan dari hak-hak konsumen, 

seperti hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara adil, serta hak untuk menerima 
                                                             

8 Simbarashe Tavuyanago, “The Interface between Competition Law and Consumer 
Protection Law: An Analysis of the Institutional Framework in the Nigerian Federal Competition 
and Consumer Protection Act of 2019,” South African Journal of International Affairs Vol. 27, no. 
3 (November 2020): Hal. 6. 

9 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Sinar Grafika, 
2008), Hal. 1. 

10 Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan 
Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 90-93. 

11 Hadi Setia Tunggal, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(Jakarta: Harvarindo, 2004), Hal. 12. 
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kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang seharusnya, 

maka sengketa tersebut dapat diatasi melalui mekanisme baik di dalam maupun di 

luar pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan 

bahwa "Tiap konsumen yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan 

gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui proses 

peradilan yang berada dalam lingkup peradilan umum." Selanjutnya, Pasal 48 

mengatur dengan lebih rinci bahwa "Penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

akan mengikuti prosedur yang berlaku di peradilan umum, dengan 

mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45". 

Dengan penegasan eksistensi hukum acara positif sebagai mekanisme 

penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK, hal ini memunculkan interpretasi 

ganda karena penyelesaian perkara perdata di Pengadilan merujuk pada sistem 

Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan peradilan, yang bersumber dari 

Herziene Indlandsch Reglement (HIR)/ Rechtsredlement Buitengewesten (RBg), 

Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah 

kemungkinan adanya keberatan yang dapat diajukan oleh para pihak ke 

Pengadilan Negeri terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Medan 

(BPSK), meskipun UUPK telah menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final 

dan mengikat. Akibat dari kendala-kendala ini, tujuan dari undang-undang yang 
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dimaksud, termasuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini sering 

diabaikan, masih belum tercapai secara optimal dalam praktiknya.12 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini merupakan hasil dari 

mandat UUPK yang diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 

yang mengatur pembentukan BPSK di empat kota dan kabupaten, termasuk Kota 

Medan. Fungsinya dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh warga Kota Medan, 

sesuai dengan isi Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang 

menyatakan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian atau ahli warisnya 

berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui BPSK, baik di 

tempat domisili konsumen maupun di BPSK terdekat.13 

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan dilakukan oleh BPSK. Namun, dalam praktiknya, terdapat 

kecenderungan di mana jika BPSK memutuskan bahwa pelaku usaha bersalah, 

maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke 

Pengadilan Negeri. Begitu pula jika pelaku usaha kalah di Pengadilan Negeri, 

maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini 

disebabkan oleh lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh 

UUPK kepada BPSK, terutama terkait dengan sifat final dan mengikat dari 

                                                             
12 Muh. Armadiansyah Siregar, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui 

Pengadilan Negeri Makassar Dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi Putusan No. 
02/Pdt.BPSK/2012/Pn.Mks.),” UIN Alaudin Makasar (2017), Hal. 4. 

13 Suhendriyatno, “Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg- 
Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg),” Unes Journal Of Swara Justisia 
4, No. 2 (Juli 2020): Hal. 179. 
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putusan yang bisa mengalami dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum 

kasasi. Sebenarnya, BPSK seharusnya memiliki kedudukan sebagai lembaga 

negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan 

wewenang yang khusus untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen.14 

BPSK adalah sebuah lembaga pendukung dalam ranah quasi peradilan. Oleh 

karena itu, keputusan yang diambil oleh BPSK memiliki sifat final dan mengikat 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3). Arti dari "final" dalam konteks 

putusan BPSK adalah bahwa keputusan tersebut bersifat final hanya di tingkat 

BPSK, namun tidak bersifat final di tingkat Pengadilan Negeri. Putusan BPSK 

masih dapat diajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke 

Mahkamah Agung. Dalam hal ini, perlindungan konsumen yang seharusnya 

bersifat final dan mengikat belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang 

memadai kepada konsumen karena adanya perbedaan tafsir terkait arti keputusan 

BPSK yang dianggap final dan mengikat.15 Keputusan dari proses arbitrase tidak 

memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak memiliki legitimasi hukum yang 

berasal dari prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". 16 

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK, maka putusan yang dikeluarkan 

oleh BPSK dianggap sebagai keputusan akhir dan mengikat bagi pihak-pihak 

yang terlibat dalam perselisihan. Keputusan ini kemudian didaftarkan di 

Pengadilan Negeri setempat di wilayah di mana konsumen yang dirugikan berada, 
                                                             

14 Ibid. Hal. 179. 
15 Ibid. Hal. 179. 
16 Tami Rusli, “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung Vol. 3, no. 1 
(Maret 2012): Hal. 90. 
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guna memperoleh kekuatan eksekutorial sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 57 UUPK.17 

Terkait hal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, BPSK awalnya dibentuk 

untuk menangani penyelesaian perkara-perkara kecil. Hal ini disebabkan sebagian 

besar kasus sengketa konsumen berskala kecil dan memiliki tingkat kompleksitas 

yang rendah. Apabila penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui pengadilan, 

ini dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena biaya perkara yang 

harus ditanggung oleh konsumen akan lebih besar daripada nilai kerugian yang 

dialaminya”. 

Terkait isu tersebut di atas, peran BPSK kini mengalami perkembangan 

yang positif, tercermin dari peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan 

BPSK, meskipun perlu upaya lebih lanjut dalam hal publikasi. Pertumbuhan 

BPSK juga tampak dari peningkatan jumlah BPSK di berbagai kabupaten dan 

kota di Indonesia. Namun, secara hukum, beberapa peraturan yang mengatur 

tentang BPSK masih dianggap kurang efektif, bahkan tidak menutup 

kemungkinan terjadinya permasalahan atau kendala yang perlu diperhatikan oleh 

pihak BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa.18 

Isu yang timbul terkait eksekusi putusan BPSK, sesuai dengan Pasal 54 

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah karena putusan BPSK 
                                                             

17 Arman, Septiani, and Epani HM, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) Dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perkara PT. Candratex 
Dan PT. Asian Cutton Dengan BPJS Cabang Soreang),” Hal. 90. 

18 Suhendriyatno, “Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg- 
Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg),” Vol. 4, No.2 (Juli 2020) Hal. 
179. 
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memiliki sifat final dan mengikat. Sifat "final" berarti penyelesaian sengketa 

seharusnya telah selesai dan tidak dapat lagi diupayakan hukum lebih lanjut. 

Sementara itu, "mengikat" berarti memaksa dan harus dijalankan oleh semua 

pihak yang terlibat. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu keputusan yang tidak 

dapat lagi diajukan upaya hukum disebut sebagai keputusan yang memiliki 

kekuatan hukum pasti. 

 

Namun, perlu dicatat bahwa Pasal 56 Ayat (2) UUPK memberikan peluang 

bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan 

Negeri dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini 

menimbulkan perbedaan dengan sifat putusan BPSK yang seharusnya bersifat 

final dan mengikat.19 

Namun, seiring perkembangan zaman, peran BPSK tidak terbatas pada 

penyelesaian sengketa konsumen secara administratif. BPSK kini juga dapat 

memberikan keputusan terkait hal-hal di luar kewenangannya. BPSK yang semula 

ditujukan untuk menangani perkara-perkara kecil dengan nilai kerugian yang 

terbatas, dalam dinamika ekonomi saat ini, kerugian yang cukup besar pun 

seringkali diselesaikan melalui BPSK. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi dengan keberatan pada putusan yang 

dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu pada putusan No. 

No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn dalam hal ini pelaku usaha adalah Toko 

                                                             
19 Ibid. Hal. 179. 
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GMT Sparepat Handphone yang beralamat Jalan Sekip No. 92, Kelurahan Sei 

Putih I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dalam kasus ini yang menjadi 

pemohon keberatan (Konsumen) adalah Suharto. Konsumen mengajukan 

keberatan atas putusan BPSK pada tanggal 11 April 2022, ke pengadilan negeri 

kota medan dengan Nomor 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn yang amarnya 

berbunyi:  

1. Menerima Keberatan Pemohon dari Pemohon Keberatan;  

2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota 

Medan 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan tanggal 17 Maret 2022  

3. Mewajibkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha untuk 

mengembalikan kerugian berupa uang secara tunai yang menjadi hak 

Pemohon Keberatan selaku konsumen berupa Pembelian LCD VIVO 

Y71 sebanyak 2 unit senilai Rp.221.000 x 2 = Rp.442.000 (Empat 

Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) 

4. Membebankan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Termohon 

Keberatan Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah 

ditentukan, Para Pihak hadir masing-masing Kuasanya sebagaimana 

telah disebutkan di atas; 

Pengajuan keberatan oleh Pemohon keberatan dikarenakan sebagai berikut : 

1. Bahwa pemohon keberatan Bahwa Pemohon keberatan Tentang Fakta 

Dan Hukum yang dinyatakan oleh majelis dalam putusan Arbitrase 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



 

12 
 

010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan,di mana majelis badan penyelesaian 

konsumen dalam perkara turut menduga tentang keabsahan kedudukan 

konsumen.  

2. Bahwa Pemohon keberatan dalam putusan Arbitrase Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan 

Tentang Fakta dan Hukum yang menyatakan bahwa konsumen tidak 

membantah dalil dan jawaban pelaku usaha adalah tidak benar, karna 

pemohon Keberatan menyampaikan bantahan atas jawaban Termohon 

Keberatan/ pelaku usaha tertanggal 02 Maret 2022 kepada Majelis 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan hal ini telah dikesampingkan 

oleh Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam putusan 

Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 

010/Arbitrasi/2022/BPSK.Medan;  

3. Bahwa Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pada tanggal 03 Maret 

2022,tidak ada persidangan, karena tanggal tersebut hari libur nasional.  

4. Bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar 

pukul 15.35 WIB membeli sparepart handphone berupa LCD VIVO 

Y71 sebanyak 2 unit seharga Rp.221.000/unit di Toko Termohon 

Keberatan Pelaku Usaha.  

5. Bahwa pada saat pemasangan ke handphone LCD yang di beli ternyata 

rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.  

6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.31 WIB 

Pemohon Keberatan mendatangi Termohon Keberatan di Toko yang 
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beralamat di jalan sekip No. 92 untuk mencoba meminta kejelasan dan 

penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

7. Bahwa setelah Pemohon Keberatan mencoba untuk memohon 

penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya tersebut seorang karyawan GMT 

mengatakan bahwa barang tidak dapat di tukar dengan alasan barang 

yang sudah di beli tidak dapat di tukar.  

8. Bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan Jaminan/garansi tertuang 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 7 Kewajiban 

Pelaku Usaha :  

Butir d  : Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku.  

Butir e  : Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 

memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau diperdagangkan. 9. Bahwa barang/sparepart yang 

diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan / Pelaku 

Usaha diduga ilegal atau barang/sparepart palsu dikarenakan 

sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang 

Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 
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maupun hierarki peraturan lainnya yang berlaku di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Bahwa barang/sparepart yang diproduksi atau diperdagangkan 

Termohon Keberatan / Pelaku Usaha diduga ilegal atau 

barang/sparepart palsu dikarenakan sangat bertentangan dengan 

amanah Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan, maupun hierarki peraturan lainnya yang berlaku di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Dalam kasus ini permohonan keberatan atas putusan Majelis BPSK seperti 

ini, Majelis Hakim tidak menyediakan upaya untuk Mediasi bagi para pihak, akan 

tetapi kepada para pihak berperkara dapat melakukan upaya perdamaian di luar 

proses persidangan, yaitu dengan tanpa melalui lembaga Mediator sebagaimana 

persidangan perkara perdata umum lainnya, maka pemohon keberatan meminta 

agar majelis halim Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Putusan yang 

sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, akan tetapi 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Mengambil Keputusan Sebagai Berikut 

:  

1. Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan untuk seluruhnya; 

2. Menolak Gugatan/Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk 

seluruhnya; 

3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan No. 

010/PEN/2022/BPSK Mdn tepat dan benar;  
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4. Menguatkan Putusan Majelis BPSK Kota Medan : No. 

010/PEN/2022/BPSK Mdn tanggal 21 April 2022;  

5. Menghukum pemohon dalam Konversi/termohon dalam rekonvensi untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000.00,00 (tiga ratus sembilan 

puluh lima ribu rupiah) 

  Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang 

penulisan skripsi ini yang mana Peneliti ini akan mengambil judul “Kajian  

Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan 

(Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Hal Apa mendasari sesorang mengajukan permohonan keberatan terhadap 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri ? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan keberatan 

terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan 3 

asas hukum dalam putusan No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 
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1. Untuk mengetahui dan memahami Hal apa yang mendasari sesorang 

mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen  ke pengadilan negeri medan. 

2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pertimbangan Hakim 

Terhadap Permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen berdasarkan 3 asas hukum dalam putusan No. 

307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn. 

1.4. Manfaat Penelitian. 

Adapun Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis 

1. Agar Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru 

bagi penulis dan pembaca terutama mengenai implementasi 

Penyelesaian sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri Medan 

dalam mengajukan keberatan putusan BPSK ( Studi Kasus No. 

307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn) sehingga dikemudian hari dapat 

menjadi pegangan bagi masyarakat sebagai konsumen. 

2. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya untuk lebih 

mengetahui prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa di Badan 

penyelesaian sengketa kota Medan. 

3. Dan semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 

yang lebih tinggi atau luas untuk pembelajaran dibidang ilmu hukum 

khususnya tentang putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. 
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1.4.2. Manfaat Secara Praktisi 

1. Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-

masalah yang timbul, khususnya dalam penyelesaian sengketa 

2. Dapat menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan yang luas 

khususnya tentang putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

3. Dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dari baik konsumen 

maupun agar menambah pengetahuan tentang mengakomodasikan asas 

6 cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap persidangan dalam 

sengketa Konsumen di BPSK Kota Medan dan Pengadilan negeri 

Medan 

1.4.3 Manfaat Secara Akademis 

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan hasil penelitian ini diharapkan 

menambah wawasan serta pengetahuan dibidang Hukum, Khususnya putusan yang 

sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

1.5. Keaslian Penelitian. 

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan 

penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian 

diantara-Nya: 
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1. Skripsi yang ditulis oleh Nelsy Alviony ,” Kajian Hukum Pembatalan 

Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku 

Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.SusBPSK/2021/PN.Mdn)”.” Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area ditulis pada tahun 2022.20 Pada skripsi 

tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pengajuan 

pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri, Untuk 

mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusan sengketa konsumen berdasarkan putusan No. 94/Pdt.Sus-

BPSK/2021/PN.Mdn, dan Untuk mengetahui dan memahami akibat 

hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas 

keberatan pelaku usaha. 

2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Novi Triani Gea. Yang berjudul ” 

Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan 

Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan 

Arbitrase”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ditulis pada tahun 

2022.21 Pada skripsi tersebut bertujuan Untuk mengetahui pengaturan 

hukum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai 

lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Untuk mengetahui 

mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase 

di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan. Dan 

                                                             
20 Nelsy Alviony, “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri 

Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn)” 
(Universitas Medan Area, 2022), Hal. 10. 

21 Novi Triani Gea, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota 
Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase” 
(Universitas Mrdan Area, 2022), Hal. 8. 
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Untuk mengetahui efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) kota Medan sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif 

melalui mediasi dan arbitrase. 

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Tengku Latifah Hanum yang berjudul 

“ Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Kredit Jual 

Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 

94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)” Fakultas Hukum Universitas Medan 

Area pada tahun 2022.22 Pada skripsi tersebut bertujuan Untuk mengetahui 

Faktor Penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn. dan Untuk 

mengetahui Akibat Hukum Pembatalkan Putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn 

Hal yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan tiga penelitian 

terdahulu adalah pada pada topik yang akan penulis teliti yang dimana dalam 

skripsi ini penulis membahas mengenai alasan apa yang mendasari seseorang 

mengajukan permohonan pembatalan dengan putusan yang diputuskan oleh 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke pengadilan negeri, dan disini juga 

penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa 

                                                             
22 Tengku Latifah Hanum, “Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa 

Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-
BPSK/2021/PN Mdn)” (Universitas Medan Area, 2022), Hal. 10. 
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Konsumen berdasarkan asas kepastian hukum, Kemanfaatan hukum dan keadilan 

hukum, terkhususnya dalam putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/PN.Mdn. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat 

meningkat secara signifikan. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut 

dengan mengakselerasi produksi barang dan jasa primer dan sekunder. Namun, 

efek dari banyaknya pelaku usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat adalah 

munculnya dampak negatif, di mana beberapa di antaranya hanya 

memprioritaskan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas barang dan/atau jasa 

yang diberikan kepada konsumen. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan 

kedudukan antara konsumen dan produsen, dengan konsumen berada dalam posisi 

yang lemah. Konsumen dianggap sebagai objek dari aktivitas bisnis yang 

ditujukan untuk memperoleh keuntungan maksimal melalui strategi promosi dan 

taktik penjualan yang merugikan konsumen. 

Keterbatasan konsumen dalam menghadapi produsen secara jelas merugikan 

kepentingan masyarakat. Umumnya, produsen melindungi diri dengan 

menggunakan standar kontrak atau perjanjian baku yang telah disepakati antara 

konsumen dan produsen, atau dengan menyediakan informasi yang tidak 

sepenuhnya jujur kepada konsumen. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam 

lingkup regional, melainkan sudah menjadi masalah global yang mempengaruhi 

seluruh konsumen di seluruh dunia. Kesadaran akan pentingnya perlindungan 
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konsumen ini telah menghasilkan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hukum 

perlindungan konsumen. 23 

Tentu saja, ini merupakan salah satu tugas pemerintah untuk memastikan 

hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang layak dari para 

produsen. Oleh karena itu, Indonesia secara resmi mengatur hal ini melalui 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam 

undang-undang tersebut, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai "segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen." 24 

Perlindungan konsumen bukan hanya untuk memastikan hak-hak konsumen 

dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang layak dari produsen. Secara tidak 

langsung, perlindungan konsumen juga meningkatkan kualitas barang dan/atau 

jasa yang diberikan oleh produsen. Hal ini mendorong produsen untuk melakukan 

inovasi terbaru demi menyediakan barang dan/atau jasa yang lebih unggul kepada 

konsumen. Dalam hal ini, tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas 

penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen, yang bertujuan 

untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan bagi konsumen.25 

Tujuan dari perlindungan konsumen dituangkan pada Pasal 3 yaitu:  

                                                             
23 Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis, “Asas Ultimum 

Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan 
Konsumen,” Doktrina: Journal of Law Vol. 4, no. 1 (April 2021): Hal. 69. 

24 Indra Mahardika Manggala Syaputra, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Studi Pada Bpsk Kota 
Mataram),” Hal. 11. 

25 A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar) (Jakarta: Dadit Media, 
200s7), Hal. 22. 
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1. Meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan independensi konsumen 

untuk melindungi diri. 

2. Memuliakan konsumen dengan menghindarkan mereka dari dampak 

negatif penggunaan barang dan/atau jasa. 

3. Memperkuat konsumen dalam proses pemilihan, penentuan, dan 

penegakan hak-haknya sebagai konsumen. 

4. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian 

hukum dan transparansi informasi serta akses informasi. 

5. Menggalakkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen untuk mendorong sikap jujur dan tanggung jawab dalam 

berbisnis. 

6. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa dalam hal kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perlindungan 

konsumen meliputi beberapa hal. Pertama, adalah meningkatkan kesadaran, 

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri. 

Kedua, adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah 

dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ketiga, adalah 

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Keempat, adalah menetapkan 

sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi, serta memberikan akses untuk mendapatkan informasi. 

Kelima, adalah menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya 
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perlindungan konsumen, sehingga membentuk sikap yang jujur dan bertanggung 

jawab dalam berusaha. Keenam, adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau 

jasa untuk menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.26 Upaya untuk 

menjamin hak-hak konsumen, perlindungan konsumen memiliki 5 (lima) asas 

yang mendasari yaitu:27  

1. Asas Manfaat  

Asas ini mengartikan bahwa semua tindakan untuk menjaga hak-hak 

konsumen dan melaksanakan perlindungan terhadap mereka harus 

memberikan manfaat optimal, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. 

2. Asas Keadilan  

Asas ini menjelaskan bahwa dalam usaha untuk melindungi 

konsumen, partisipasi aktif dari masyarakat harus diberikan prioritas, dan 

harus ada kesempatan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha untuk 

menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil. 

3. Asas Keseimbangan  

Asas ini menegaskan bahwa dari segi substansi, harus ada 

keseimbangan yang dijaga antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, 

dan pemerintah. 

 

                                                             
26 Sri Hidayani, Riswan Munthe, and Amrin Mulia Utama, “Sosialiasi Hak Konsumen 

Dalam Hukum Indonesia Bagi Generasi Muda Di Taman Madya (Smas) Taman Siswa Singosari 
Medan,” Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, no. 2 (Agustus 2022): Hal. 53. 

27 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen  

Asas ini mengindikasikan bahwa perlu menjamin keamanan dan 

keselamatan bagi konsumen saat menggunakan atau memanfaatkan barang 

dan/atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.  

5. Asas Kepastian Hukum  

Asas ini menjelaskan bahwa semua pihak, baik konsumen maupun 

pelaku usaha, memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam 

implementasi perlindungan konsumen. Selain itu, pelaku usaha dan 

konsumen diharapkan untuk mematuhi hukum dan negara yang 

memberikan jaminan akan kepastian hukum. 

2.2. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Sengketa, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, perselisihan, atau 

perbantahan. Kata-kata seperti perselisihan, pertentangan memiliki makna yang 

serupa dengan konflik. Salah satu faktor pemicu sengketa adalah adanya 

perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih. Sebuah sengketa akan timbul 

ketika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasannya, baik secara 

langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada 

pihak lain. Inilah yang menjadi awal bagi para pihak untuk membawa sengketa 

tersebut ke ranah pengadilan. 

Sengketa yang muncul antara pihak-pihak harus diatasi untuk menghindari 

konflik berlarut-larut dan untuk memastikan kepastian hukum bagi mereka. 

Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 
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melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Kedua bentuk penyelesaian ini memiliki 

beberapa perbedaan, seperti: 

a. Aspek Waktu  

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat memerlukan waktu yang cukup 

lama, karena proses dimulai dari pengajuan gugatan hingga dikeluarkannya 

putusan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Di sisi lain, 

penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi membutuhkan waktu yang lebih 

singkat dibandingkan dengan litigasi karena adanya batasan waktu maksimal 

hingga pengambilan keputusan..  

b. Aspek Biaya  

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, yang menghabiskan waktu relatif lama, 

akan berimbas langsung pada biaya yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan 

untuk menggunakan metode ini. Sebaliknya, dalam penyelesaian sengketa secara 

nonlitigasi, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan 

penyelesaian melalui litigasi. Perbedaan-perbedaan ini menjadi alasan utama 

mengapa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan bagi para pihak 

yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka. 

2.2.1 Penyelesaian Secara Litigasi  

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa 

yang melibatkan proses hukum di Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa 

ini, pihak-pihak terlibat diwajibkan untuk menyajikan bukti-bukti secara sah 

yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi hukum, dan akhirnya, hasil 
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akhirnya akan ditetapkan melalui putusan Pengadilan (decision).28 Hasil 

keputusan memiliki karakter memaksa dan mengikat bagi pihak-pihak yang 

terlibat, mewajibkan mereka untuk mematuhinya. Penetapan putusan tersebut 

mengakibatkan konsekuensi hukum dan akhirnya memberikan kepastian 

hukum bagi seluruh pihak terkait. Sebelum mencapai fase penjatuhan 

putusan, jika perdamaian tidak dapat tercapai melalui upaya yang selalu 

diperjuangkan dalam penyelesaian sengketa perdata, pihak-pihak harus 

melewati beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. 

Tahapan-tahapan ini, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata, antara 

lain:  

a. Pengajuan gugatan oleh Penggugat. 

b. Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian.  

c. Penyampaian eksepsi/jawaban oleh tergugat. 

d. Penyampaian replik oleh penggugat. 

e. Penyampaian duplik oleh tergugat. 

f. Penyampaian alat-alat bukti penggugat dan tergugat.  

g. Penyampaian tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak 

lawan oleh penggugat dan tergugat. 

h. Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat. dan  

i. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.  

Penyelesaian sengketa melalui litigasi seringkali dimotivasi oleh 

keinginan untuk memenuhi kepuasan emosional individu, dengan harapan 

                                                             
28 Witanto D.Y, Hukum Acara Mediasi (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 7. 
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bahwa pihak lawan akan dianggap kalah melalui putusan Pengadilan.29 Oleh 

karena itu, pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan 

Pengadilan biasanya mengajukan upaya hukum.  

Upaya hukum merujuk pada tindakan yang diizinkan oleh undang-

undang bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan di Pengadilan 

untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan Hakim. 30 Upaya hukum 

yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan 

kembali. 

Upaya hukum banding merupakan permohonan yang diajukan oleh 

salah satu pihak yang terlibat dalam perkara untuk meminta pengadilan 

tingkat banding memeriksa kembali keputusan yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Negeri. Dasar hukum untuk mengajukan banding adalah Pasal 21 

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Permohonan banding diajukan oleh pihak yang merasa tidak 

puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Namun, jika pengadilan 

tingkat banding tidak menghasilkan putusan yang memuaskan, pihak tersebut 

dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi. 

Kasasi adalah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai 

pengawas tertinggi terhadap putusan-putusan Pengadilan lain. Dasar hukum 

untuk mengajukan kasasi adalah pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 

                                                             
29 Ibid., Hal. 8. 
30 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 

351. 
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3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, tidak ada 

pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut, melainkan terbatas pada 

pemeriksaan aspek yuridis, seperti:  

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.  

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku 

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan 

batalnya putusan yang bersangkutan. 

Salah satu jenis upaya hukum lainnya adalah permohonan peninjauan 

kembali. Peninjauan kembali adalah tindakan hukum untuk meminta agar 

putusan Pengadilan, baik itu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau 

Mahkamah Agung, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), 

diperiksa kembali. Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali diatur 

dalam pasal 66-76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung. 

2.2.2 Penyelesaian Secara Non Litigasi 

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merujuk pada penyelesaian 

sengketa di luar ranah Pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut definisi dalam pasal 1 Angka 10 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (UU 

Arbitrase dan APS), APS adalah suatu lembaga yang bertugas menangani 

penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang 
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disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Prosedur tersebut mencakup 

penyelesaian di luar Pengadilan melalui berbagai metode seperti konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.  

a. Konsultasi  

Konsultasi merupakan kegiatan interaktif antara individu atau 

entitas tertentu (klien) dengan konsultan, di mana konsultan 

memberikan pandangannya kepada klien sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan klien tersebut. 

b. Negosiasi  

Negosiasi adalah suatu proses interaktif yang melibatkan tawar-

menawar atau usaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, 

dengan menggunakan komunikasi yang dinamis, dengan tujuan untuk 

menemukan penyelesaian atau solusi atas suatu permasalahan yang 

sedang dihadapi.31 Dalam negosiasi, pihak yang terlibat dalam 

sengketa akan bertemu langsung untuk membahas masalah yang 

mereka hadapi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga sebagai 

mediator. 

c. Mediasi  

Mediasi adalah suatu prosedur di mana satu atau lebih individu 

berperan sebagai mediator yang bertindak sebagai perantara bagi para 

pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan mencapai 

                                                             
31 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia 

Dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 24. 
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kesepakatan bersama. Proses mediasi selalu melibatkan satu atau lebih 

mediator yang dipilih oleh para pihak yang berkonflik. 

d. Konsiliasi  

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana suatu 

komisi orang yang berperan sebagai konsiliator memiliki tugas untuk 

mengklarifikasi atau menjelaskan fakta-fakta terkait kasus. Konsiliator 

akan mengajukan usulan-usulan untuk penyelesaian, meskipun 

keputusan yang dihasilkan bersifat non-binding atau tidak mengikat. 

Informasi didapatkan bahwa beberapa sengketa dapat diatasi 

selama tahap prasidang. Jika penyelesaian tidak tercapai selama tahap 

ini, pihak-pihak juga memiliki opsi untuk menyelesaikannya secara 

mandiri di luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Secara lebih spesifik, pihak-pihak dapat mencari penyelesaian sendiri 

sebelum sidang majelis konsiliator berlangsung.32 

e. Penilaian Ahli  

Penilaian ahli, yang juga sering disebut sebagai opini ahli, adalah 

informasi yang diminta oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

perselisihan kepada seorang ahli yang dianggap memiliki pemahaman 

lebih mendalam tentang materi sengketa yang terjadi.  

f. Arbitrase  

                                                             
32 Cindy Octabriel Sirait, Janus Sidabalok, and Yohanes Suhardi, “Upaya Mempertahankan 

Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Konsiliasi Di Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen Kota Medan,” FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM Vol. 3, no. 1 (September 
2022): Hal. 9. 
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Kata arbitrase berasal dari kata arbitrase (Latin), arbitrase 

(Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage 

(Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu 

menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.33 UU 

Arbitrase dan APS dalam Pasal 1 Angka 1 mengartikan arbitrase 

sebagai berikut: "Cara penyelesaian suatu sengketa di luar Peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara 

tertulis oleh para pihak yang bersengketa".  

Arbitrasi adalah metode penyelesaian sengketa konsumen di luar 

ranah pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya 

menyerahkan proses penyelesaian sengketa kepada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam proses arbitrase 

untuk sengketa konsumen, pihak-pihak dapat memilih arbitrator dari 

anggota BPSK, yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur 

pemerintah, dan unsur konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator 

yang terpilih kemudian akan memilih arbitrator ketiga dari anggota 

BPSK yang mewakili unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Selama 

persidangan, penting untuk memberikan arahan kepada konsumen dan 

pelaku usaha yang bersangkutan, dan dengan izin ketua majelis, 

                                                             
33 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: PT 

Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 107. 
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mereka dapat mempelajari seluruh dokumen terkait persidangan dan 

membuat kutipan yang diperlukan.34 

Dengan mempertimbangkan definisi tersebut, arbitrase dapat 

dijelaskan sebagai metode penyelesaian sengketa di luar peradilan 

umum (nonlitigasi). Penyelesaian ini didasarkan pada perjanjian tertulis 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam proses 

penyelesaian, melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis 

arbiter, yang bertugas sebagai penengah sengketa untuk mencapai 

solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat..  

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh 

Lembaga-lembaga yang berwenang menangani sengketa diantara-Nya:  

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)  

b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)  

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)  

d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual 

(BAM HKI) 

2.3. Tinjauan Umum Tentang BPSK 

2.3.1. Pengertian dan dasar hukum Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen 

Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), sebuah lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk menangani kasus-kasus konsumen, membutuhkan dukungan 

                                                             
34 Sri Hidayani, “Aspek Hukum Pada Proses Persidangan Di Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen,” ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Vol. 3, no. 2 (Januari 2018): 
Hal. 100, http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos. 
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dari lembaga lain agar fungsinya menjadi lebih optimal. Hal ini dapat dicapai 

dengan melakukan perubahan dalam regulasi yang mengatur BPSK. Dasar 

konseptual dari BPSK tercakup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

di mana prinsip penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan. Meskipun 

demikian, proses penyelesaian sengketa harus mengikuti prosedur yang mirip 

dengan hukum acara di pengadilan.35 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang akan disingkat 

sebagai BPSK selanjutnya, merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah 

untuk melindungi hak-hak konsumen. Ini bertujuan agar konsumen, terutama di 

Indonesia, memperoleh barang dan/atau jasa yang memadai dari produsen atau 

pelaku usaha. Keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mendorong 

implementasi perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 29 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), didasarkan pada tujuan yang 

dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu antara lain untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat.36 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didirikan sebagai respons 

terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 21 April 2000. 

UUPK menciptakan sebuah lembaga hukum dalam konteks perlindungan 

                                                             
35 Josefa Namida Rosaria and Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektivitas Penyelesaian 

Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi Dan 
Arbitrase,” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9, no. 1 (Desember 2022): Hal. 
1184. 

36 Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grafindo 
Persada, 2007), Hal. 180. 
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konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut Pasal 1 butir 

(11) UUPK, BPSK memiliki peran sebagai lembaga yang mengatasi dan 

menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebenarnya, 

BPSK dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus sengketa konsumen yang 

memiliki skala kecil dan bersifat sederhana. 

Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya BPSK antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 

e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

f. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 

MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang 

Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membentuk sebuah lembaga hukum 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal 1 butir 11 dari UU 

Perlindungan Konsumen menyatakan pentingnya meningkatkan kesadaran, 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



 

36 
 

pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

meningkatkan martabat dan harkat mereka, sambil mendorong sikap bertanggung 

jawab dari pelaku usaha. Dengan mengatur dalam perundang-undangan, 

diharapkan tercapai keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen 

dan pelaku usaha, menciptakan iklim ekonomi yang sehat.37 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan sebagai 

fondasi hukum yang kokoh bagi pemerintah dan organisasi masyarakat yang 

berfokus pada konsumen untuk melakukan langkah-langkah pemberdayaan 

konsumen melalui pengarahan dan edukasi. Pemberdayaan ini menjadi krusial 

karena menciptakan kesadaran pada pelaku usaha, di mana prinsip dasar ekonomi 

bagi mereka adalah mencapai keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil 

mungkin. Prinsip ini memiliki potensi besar untuk merugikan kepentingan 

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.38 

Salah satu tujuan utama dari pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen adalah untuk memastikan terwujudnya perekonomian yang sehat. Hal 

ini bertujuan agar para konsumen tidak mengalami kerugian baik dalam aktivitas 

perekonomian maupun dalam memajukan ekonomi nasional. Sebagai contoh, di 

Amerika Serikat terdapat lembaga pemerintah yang dikenal dengan sebutan The 

                                                             
37 Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, and Ni Made Karma Sukaryati, “Peran Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi 
Kasus : Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016),” Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1, no. 
2 (September 2020): Hal. 134. 

38 Rai Mantili, “Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Konsumen 
(BPSK) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Acara 
Perdata,” Vyavahara Duta Vol. 14, no. 2 (Juni 2019): Hal. 4. 
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Consumer Product Safety Commission yang berfokus pada perlindungan 

konsumen.39 

2.3.2. Tugas dan Wewenang BPSK 

Tentang tugas dan kewenangan BPSK dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen bersama dengan Kepmenperindag Nomor 

350/MPPK/Kep/12/2001 tentang Implementasi dan Kewenangan dalam 

Menyelesaikan Sengketa Konsumen. Pasal-pasal tersebut mencakup:40 

a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui 

mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausullah baku;  

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

ketentuan dalam undang-undang ini; 

e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; 

f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

                                                             
39 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teorotis 

Pemikiran’’” (Bandung: Nusa Media, 2008), Hal. 181. 
40 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasi (Jakarta: Kencana, 2011, Hal. 82. 
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h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini; 

i. Penelaahan Dokumen 41; 

j. Pengungkapan Ada Atau Tidaknya Merugikan Konsumen ; 

k.  Memberikan Keputusan, Dan ; 

l. Mengenakan Sanksi Administratif 

Dilihat dari perspektif posisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa "Jika pelaku usaha 

menolak dan/atau tidak merespons dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi 

yang diajukan oleh konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan 

gugatan terhadap pelaku usaha dan menyelesaikan konflik yang timbul melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan mengajukan 

gugatan ke pengadilan di tempat kediaman konsumen." Dari sini, terdapat dua 

aspek penting yang dapat dilihat:  

1. UUPK menyediakan opsi alternatif melalui lembaga di luar sistem 

peradilan yang dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK).  

2. Penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukanlah 

pilihan yang bersifat eksklusif. Pilihan penyelesaian melalui BPSK 

                                                             
41 Ahmad Wahidi, Musataklima, and Nur Jannani, “Kewenangan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam 
Penyelesaian Sengketa Konsumen,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 23, no. 1 (Maret 
2023): Hal. 97. 
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berjalan sejajar dengan pilihan penyelesaian melalui proses hukum di 

pengadilan.42 

Struktur keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri 

dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Setiap unsur 

diwakili oleh minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Proses 

penunjukan dan pemberhentian anggota BPSK diatur oleh keputusan dari menteri 

perindustrian dan perdagangan.43 

2.3.3. Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Fungsi berdirinya BPSK adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak 

konsumen, bertindak sebagai lembaga peradilan konsumen yang berlokasi di tiap 

Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sesuai dengan 

landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK 

berperan sebagai lembaga peradilan khusus untuk konsumen (small claim court) 

dalam sistem peradilan umum atau non-litigasi, yang diharapkan dapat merespons 

tuntutan masyarakat agar proses hukum menjadi cepat, sederhana, dan ekonomis. 

Oleh karena itu, BPSK hanya menangani perkara-perkara dengan kerugian kecil. 

Keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK tidak dapat diajukan banding (tidak dapat 

                                                             
42 Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” Jurnal 
Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 3, no. 2 (Juni 2022): Hal. 12. 

43 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 
2005), Hal. 77. 
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melakukan upaya hukum lain) kecuali jika bertentangan dengan hukum yang 

berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUPK jo Pasal 42 ayat (1).44 

Poin ini ditegaskan lebih lanjut dalam definisi yang tercantum dalam Pasal 1 

Angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 yang menyatakan: 

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam 
Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani 
dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen”45 
 

Pendirian BPSK dimotivasi oleh perilaku pelaku usaha yang mengabaikan 

hak-hak konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai standar, 

menyebabkan potensi kerugian bagi konsumen. Sementara itu, pihak yang 

memperoleh manfaat utama dari situasi ini adalah pelaku usaha dengan berbagai 

status, seperti industri, produsen, pedagang, dan pengusaha, atau pebisnis.46 

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BPSK sebagai Lembaga Peradilan 

Konsumen adalah prosedur penyelesaian yang cepat dan keputusan yang diambil 

dengan efisien, serta biaya persidangan yang terjangkau dan ringan bagi 

konsumen. 47 

                                                             
44 Tamiarisa Amanda Fasa Rambe et al., “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya 
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan,” Locus Journal of Academic 
Literature Review Vol. 1, no. 2 (Juni 2022): Hal. 110. 

45 Pasal 1 Keputusaan Mentri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (Bpsk) 

46 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Bandar 
Lampung: UNILA, 2016), Hal. 12. 

47 Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum, Hal. 17. 
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Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) yang 

memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar serta proses yang lama untuk 

mendapatkan keputusan, penyelesaian melalui Arbitrase yang diadakan oleh 

BPSK menjadi pilihan bagi banyak konsumen yang merasa dirugikan. Keputusan 

yang diambil oleh lembaga peradilan konsumen ini bersifat final, namun sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, para pihak yang 

tidak setuju dengan putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah 

menerima pemberitahuan putusan majelis. 

Dalam setiap penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, 

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari jumlah 

anggota yang ganjil, mewakili unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. 

Ketua majelis berasal dari unsur pemerintah, dilakukan untuk memastikan 

objektivitas dalam putusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan batasan yang jelas mengenai 

kompetensi unsur pemerintah yang dapat menjadi anggota BPSK. Hal ini 

mengakibatkan adanya unsur pemerintah di BPSK yang tidak memiliki 

keterkaitan langsung dengan upaya perlindungan konsumen. Sebagai contoh, 

terdapat unsur pemerintah dari Dinas Keindahan Kota di BPSK Kota Medan. 
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Seharusnya, pemerintah harus mempertimbangkan keterkaitan unsur pemerintah 

dengan kompetensi dan persyaratan keanggotaan BPSK.48 

Kemudian dalam kegiatan BPSK sendiri yang melindungi hak-hak 

konsumen, lembaga peradilan konsumen ini memiliki tugas serta wewenang yang 

telah ditetapkan dalam Pasal 3 yaitu:49  

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, 

dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase. 

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausullah baku.  

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen. 

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen. 

                                                             
48 Shofie Yusuf and Awan Somi, Sosok Peradilan Konsumen (Jakarta: Piramedia, 2004), 

Hal. 20. 
49 Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (Bpsk) 
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8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang 

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

9.  Diminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, 

saksi ahli, atau setiap orang atau sebagaimana yang dimaksud pada 

huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK. 

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti 

lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 

11. Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak 

konsumen; 

12. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen 

2.3.4. Keberatan Terhadap Putusan BPSK 

Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas hukum seringkali memiliki sisi positif 

dan negatif. Ketika dikatakan bahwa hukum akan menghentikan tindakan kriminal 

melalui ancaman sanksi pidana, sebenarnya itu hanya merupakan awal dari 

proses. Hal tersebut hanyalah cita-cita dan harapan (aspirasi). Oleh karena itu, 

setelah adanya peraturan hukum, masih diperlukan tindakan nyata agar tujuan 

hukum dapat diwujudkan. Hal ini mencakup perlunya laporan masyarakat dan 

dukungan terhadap implementasi hukum. Oleh karena itu, hukum atau peraturan 

hukum tidak mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya secara sendiri. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas hukum sebenarnya relatif dan 
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tergantung pada berbagai faktor.50 Dalam perspektif sosiologis yang berakar pada 

realitas di masyarakat, hukum atau negara tidak memiliki kendali mutlak. 

Komunitas atau masyarakat tertentu memiliki kapasitas untuk menciptakan 

norma-norma mereka sendiri, baik sebagai respons terhadap kekosongan norma 

maupun tanpa adanya kekosongan. Terdapat pula bentuk-bentuk Pengadilan 

informal yang sering dijumpai di masyarakat, menandakan bahwa masyarakat 

memiliki potensi dan kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri.51 

Pada intinya, untuk menilai tingkat efektivitas hukum, hal yang penting 

untuk dievaluasi pertama kali adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum.52 

Demikian juga dengan keputusan yang diberikan oleh BPSK atau Pengadilan 

Negeri. Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK, pada dasarnya putusan yang 

dikeluarkan oleh BPSK dianggap sebagai keputusan akhir yang mengikat, artinya 

tidak memerlukan proses hukum lebih lanjut. Dengan adanya putusan final ini, 

maka secara otomatis proses peninjauan telah selesai. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam sengketa diwajibkan untuk tunduk dan melaksanakan putusan final 

tersebut.53 

Perlu dicatat mengenai ketentuan Pasal 54 ayat (3). Andrew GoodPaster 

memberikan pandangan menarik terkait adjudikasi di mana para pihak 

menyerahkan hak mereka untuk memutuskan sengketa kepada adjudikator dan 

bergantung pada kepercayaan kepada pihak yang memutuskan, sedangkan dalam 

                                                             
50 Satjipto Raharjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Hal. 77. 
51 Ibid., Hal. 78. 
52 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), Hal. 375. 
53 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasi (Jakarta: Kencana 2011), Hal. 261. 
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mediasi, penyelesaian sengketa ditentukan melalui kesepakatan para pihak sendiri. 

Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak dalam 

merundingkan perjanjian tanpa membuat putusan substansial untuk penyelesaian 

sengketa. Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga yang memberikan putusan, 

namun putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam sengketa 

seperti yang terjadi dalam arbitrasi.54 

Ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa "putusan majelis 

bersifat final dan mengikat". Penjelasan dari pasal 54 ayat (3) UUPK adalah 

bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak ada upaya banding 

atau kasasi. Hal ini mencerminkan prinsip undang-undang arbitrase modern yang 

menekankan efektivitas putusan arbitrase dengan membatasi campur tangan dari 

pengadilan umum. Namun, perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk memahami 

sejauh mana ketentuan ini mendukung integrasi dan kesesuaian dengan seluruh 

pasal dalam UUPK.55 

UUPK tidak konsisten dalam mengonstruksikan putusan BPSK karena 

dalam pasal yang selanjutnya justru dikatakan bahwa pihak yang merasa 

keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan upaya keberatan ke 

Pengadilan Negeri.56 Meskipun penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam 

istilah hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa 

pengadilan negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memberikan 

                                                             
54 Ahmadimiru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2011), Hlm. 261. 
55 Ibid., Hal. 262. 
56 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasi (Jakarta : Kencana 2011), Hal. 261. 
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putusannya dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari), sehingga tidaklah 

mungkin keberatan ini dianalogkan sebagai upaya gugatan baru atau upaya 

perlawanan karena proses perkara gugatan baru atau perlawanan sangatlah formal 

dan memerlukan waktu yang lama.57 

Memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap putusan BPSK di 

pengadilan sebenarnya memiliki prinsip yang serupa dengan upaya banding 

terhadap putusan BPSK. Keduanya bertujuan untuk membatalkan sifat final dan 

mengikat dari putusan arbitrase BPSK. Hal ini dapat mengakibatkan penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan tidak memakan waktu lebih dari dua puluh 

satu (21) hari. Dalam hal ini, ada penghematan waktu sekitar 79 (tujuh puluh 

sembilan) hari, yang pada gilirannya menghemat biaya yang dikeluarkan oleh 

konsumen dan pelaku usaha. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah hari yang 

diperlukan untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa dalam undang-undang 

perlindungan konsumen, dengan total waktu maksimum 100 (seratus) hari hingga 

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu seratus hari ini 

tergantung pada proses yang diikuti oleh pihak yang bersengketa.58 

Menginvolvemen pengadilan negeri dalam eksekusi putusan lembaga 

arbitrase adalah karakteristik unik dan juga merupakan kelemahan dari lembaga 

arbitrase. Hal ini terjadi karena arbitrase, sebagai metode penyelesaian sengketa 

yang dilakukan secara swasta, tidak memiliki kewenangan eksekutif seperti yang 

dimiliki oleh putusan pengadilan negeri. Putusan dari pengadilan negeri memiliki 

                                                             
57 Ibid., Hal. 264. 
58 Ahmadimiru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2011), Hal. 261. 
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kekuatan hukum yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara paksa jika pihak 

yang kalah tidak mematuhinya secara sukarela. Pengadilan negeri, melalui alat 

kekuasaan negara, dapat melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut jika tidak 

dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan.59 

Ketidakjelasan mengenai tata cara mengajukan keberatan merupakan 

kendala bagi pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan keberatan. Oleh 

karena itu, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 tentang "Tata 

Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK" bertujuan untuk mencapai 

keseragaman interpretasi terkait aturan tersebut dan memudahkan proses 

peninjauan keberatan.60 

Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa upaya keberatan hanya berlaku 

untuk putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, tidak termasuk putusan dari 

mediasi dan konsiliasi. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat setara dengan 

perdamaian di luar pengadilan atau di pengadilan, menjadikannya final dan 

mengikat secara hukum61 

Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa keberatan 

terhadap putusan BPSK bisa dilakukan oleh pelaku usaha atau konsumen, dan 

harus diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan lokasi hukum konsumen 

tersebut. Dalam hal ini, baik konsumen maupun pelaku usaha harus mematuhi 

                                                             
59 Ibid., Hal. 267. 
60 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasi (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 363. 
61 Ibid., Hal. 364. 
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batas waktu yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari 

setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK.62 

Dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran perkara keberatan 

sekurang-kurangnya terdiri dari:63  

a. Memori keberatan yang memuat alasan-alasan yang menjadi keberatan 

bagi pihak pemohon keberatan terhadap putusan BPSK; 

b. Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan negeri di tempat 

konsumen bertempat tinggal; 

c. Salinan putusan BPSK; 

d. Surat kuasa khusus bagi pemohon kepada kuasa hukumnya (bila 

pemohon menguasakan kepada kuasa hukum, dan fotokopi kartu 

advokat kuasa hukum yang bersangkutan). 

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan 

Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki peran 

penting dalam menyelaraskan persepsi terkait lembaga peradilan sebagai bagian 

integral dari penegakan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sesuai 

dengan peran lembaga BPSK. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam upaya 

penegakan hukum oleh lembaga peradilan adalah adanya kesamaan standar 

pemeriksaan (standar of review) dalam proses peradilan.64 Sehingga PERMA 

Nomor 1 Tahun 2006 tersebut dapat menjawab perbedaan pendapat terkait 

keberatan terhadap putusan BPSK itu sendiri. 
                                                             

62 Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 
63 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasi (Jakarta: Kencana,2011), Hal. 365. 
64 Ibid., Hal. 368. 
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2.4. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha 

2.4.1. Pengertian Konsumen  

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 65 

Konsumen adalah berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris 

Amerika), atau consument/Konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau 

consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata 

consumer adalah (lawan dari produsen).66 Setiap orang yang menggunakan 

barang. Pengertian Yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK 

dinyatakan bahwa 67: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan”. 

Konsumen memiliki peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya 

di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Pertumbuhan 

jumlah konsumen mencerminkan peningkatan permintaan atau kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Hal ini mengakibatkan peningkatan transaksi antara konsumen 

dan pelaku usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan 

pemasukan negara. Pemasukan ini dapat berasal dari pendapatan pajak dan 
                                                             

65 Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran 
Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha 
(Literature Review),” Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 2, no. 6 (Juli 2021): Hal. 
659. 

66 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2010), Hal. 28. 

67 Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 
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investasi yang diberikan oleh pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri, yang tertarik dengan potensi pasar yang besar. 

Banyaknya hak-hak konsumen yang terabaikan disebabkan oleh 

kecenderungan pelaku usaha untuk mengutamakan keuntungan semata. Terutama, 

permintaan tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen membuat pelaku usaha 

cenderung kurang responsif terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan 

konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka lebih 

memilih memenuhi kebutuhan konsumen lain demi mendapatkan pemasukan 

besar, daripada memperhatikan keluhan konsumen. Padahal, penanganan serius 

terhadap keluhan konsumen dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa 

yang mereka sediakan. 

Maka dari itu penegakan hak konsumen sangatlah penting, secara umum 

dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan 

keamanan (The right to be safety), hak untuk mendapat informasi (the right to be 

informed), hak untuk memilih the right to be choose), dan akhirnya hak untuk 

didengar (the right to be heard)68 

Undang-undang sendiri memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai 

perlindungan konsumen dalam Pasal 4 yaitu:69 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa. 

                                                             
68 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2006), Hal. 19. 
69 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. 

5.  Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

2.4.2. Pengertian Pelaku Usaha 

Pengertian pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) yaitu:70 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 

                                                             
70 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



 

52 
 

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

Pelaku usaha, sering disebut sebagai produsen, memiliki peran sentral dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dalam suatu negara. Kehadiran 

mereka memberikan dampak positif yang memungkinkan konsumen mencapai 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, hal ini juga menciptakan persaingan 

yang sangat sengit di antara pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. 

Untuk itu, pelaku usaha melakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan 

kualitas barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan hingga menciptakan 

kenyamanan bagi pasar konsumen. 

Namun, ada juga pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan tidak sehat 

dengan menggoda konsumen atau bahkan melakukan penipuan demi memastikan 

barang dan/atau jasa mereka terjual habis dan mendapatkan keuntungan besar. 

Pada dasarnya, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan berinteraksi 

dengan konsumen harus mematuhi kewajiban yang telah diatur oleh undang-

undang untuk melindungi para konsumen dari tindakan yang tidak etis atau 

merugikan. Kewajiban-kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 7, yang 

menyatakan:71 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

                                                             
71 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 

3.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif.  

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan. 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

2.4.3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menegaskan dalam Pasal 1 angka 3 

bahwa yang dikatakan, sebagai : 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
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bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi” 

Secara prinsip dan esensial, interaksi antara produsen (entitas yang 

menghasilkan barang atau jasa) dan konsumen (individu yang menggunakan 

barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarga) adalah hubungan yang 

berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Keterkaitan ini terjadi karena 

keduanya saling menginginkan dan memiliki tingkat ketergantungan yang 

signifikan satu sama lain. 

Menurut Ahmad Miru, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan 

Konsumen merumuskan bahwa konsumen adalah “Setiap orang atau badan 

hukum yang memperoleh dan atau memakai barang atau jasa yang berasal dari 

pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”72 

Hal ini menandakan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai 

hubungan yang saling ketergantungan, dan keadaan tersebut secara sistematis 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam sistem distribusi serba pemasaran produk 

barang guna mencapai suatu tingkat produktivitas dan efektivitas tertentu dalam 

rangka mencapai sasaran usaha Produsen sangat membutuhkan dan sangat 

bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan tanpa dukungan 

konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya, dan 

sebaliknya konsumen, kebutuhannya sangat tergantung dari hasil produksi 

produsen. 

                                                             
72 Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2014), Hal. 5. 
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Dalam interaksi yang berlangsung berkelanjutan antara konsumen dan 

pelaku usaha dalam penawaran barang dan jasa, terdapat keterkaitan yang saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, 

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dianggap sebagai 

perjanjian standar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang 

mensyaratkan bahwa perjanjian harus memenuhi:73 

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan; 

2. Cakap dalam membuat suatu perikatan;  

3. Karena suatu hal tertentu; 

4. Karena suatu sebab yang halal. 

Melainkan perikatan berdasarkan Undang-undang karena perbuatan 

melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian akibat 

menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa tertentu yang 

ditawarkan pelaku usaha dengan demikian pelaku usaha di wajibkan memberi 

ganti kerugian tersebut. Seperti yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata 

menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada seorang lain yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu maka mengganti kerugian kerugian itu”. 

2.5. Tinjauan Umum Putusan. 

Untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum yang benar, seorang 

hakim sebagai pelaksana keadilan dalam negara harus memiliki pemahaman 

komprehensif tentang fakta-fakta yang terkait dengan perkara dan hukum yang 
                                                             

73 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Alumni, 2015), Hal. 6. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



 

56 
 

mengaturnya, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak 

tertulis seperti hukum adat. Oleh karena itu, Undang-undang Kekuasaan 

Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memahami, 

menghormati, dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.  

Hukum, sebagai alat untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan 

seluruh tugas dan fungsinya, harus dipatuhi, dan untuk memastikan hal ini, 

diperlukan aparat atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan 

pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut. Salah satu pelaksana penegak hukum 

di persidangan adalah majelis hakim. Hakim, dalam memutuskan suatu perkara, 

harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Vonis hakim sejatinya dimaksudkan untuk 

menyelesaikan perkara atau sengketa dengan berlandaskan pada hukum dan 

keadilan. Meskipun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa terdapat vonis yang 

tidak selaras dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kehati-

hatian dalam memutus suatu perkara untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.74 

Jika dilihat pada ketentuan-ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 

30 R.O., Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-

undang No. 4 Tahun 2004, tidak dapat ditemukan pengertian atau batasan 

                                                             
74 Ratih Ratna Putri and Diman Ade Mulada, “Analisis Sengketa Konsumen Dalam 

Pembelian Rumah Pada PT Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No 40 Pk/Pdt.Sus-
Bpsk/2020),” Jurnal Commerce Law 2, no. 2 (Desember 2022): Hal. 227, 
http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw. 
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terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya menentukan hal-

hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim.75 

Dalam sejumlah literatur yang tersedia, para ahli hukum berupaya untuk 

memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan putusan hakim atau yang 

sering disebut sebagai putusan pengadilan. Terdapat berbagai definisi yang 

berbeda mengenai putusan hakim, namun dengan memahaminya dengan cermat, 

kita sebagai pembaca dapat memperoleh pemahaman yang serupa di antara 

berbagai definisi tersebut. 

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan defenisi “Suatu pernyataan 

yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

sengketa antara para pihak.76 Didalam defenisi tersebut prof. sudikno mencoba 

menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang 

diucapkan di depan persidangan (uitspraak).77 Dan apabila putusan yang 

diucapkann didepan persidangan berbeda dengan yang tertulis (vonis), maka  

Yang sah adalah yang diucapkan didepan persidangan,78 hal ini tertuang dalam 

surat edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1962 pada 

tanggal 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan 

diucapkan konsep putusan harus selesai. Sekalipun maksud edaran tersebut untuk 

                                                             
75 Rasyid Laila M. and Herinawati, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata 

(Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), Hal. 98, www.unimal.ac.id/unimalpress. 
76 Ibid. Hal. 98. 
77 Sukdikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Ed. Revisi. (Yogyakarta: 

Cahaya Atma Pustaka, 2013), Hal. 158. 
78 Ibid., Hal. 160. 
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mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi dapat dicegah pula 

adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.79 

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainya diantaranya 

menurut Dr. Endang Handrian, SH., MH dan Dr. Lukman Hakim, SH., MH yang 

mendefenisikan putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang 

diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk 

itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakiri dan menyelesaikan 

suatu perkara atau sengketa antara para pihak.80 Yang dimana putusan hakim 

harus diucapkan dalam sidang yang terbuka umum, dan putusan tersebut haruslah 

sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta 

autentik81 Dan menurut Bambang Sugeng A.S., SH., MH dan Sujayadi, SH ialah 

suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan untuk 

itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan 

perkara atau sengketa antara para pihak.82 

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, menyampaikan hal senada 

seperti Moh. Taufik Makaro memberikan arti putusan hakim sebagai pejabat 

negara yang berwewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan 

untuk mengakiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.83 Sedangkan Lilik 

                                                             
79 Alviony, “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan 

Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn),” Hal. 32. 
80 Endang Hadrian and Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia : 

Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, Cet. I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hal. 51. 
81 Ibid., Hal. 52. 
82 Bambang Sugeng A S and Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh 

Dokumen Litigasi, Edisi I. (Jakarta: Kencana Interpratama Mandiri, 2012), Hal. 85. 
83 M. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2914), Hal. 85. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



 

59 
 

Mulyadi dan Ridwan Syahrani, SH memberikan defenisi putusan yang hanya 

terbatas dalamruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan 

definisi putusanhakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan 

yang diucapkanoleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata 

yang terbukauntuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara 

perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan 

atau mengakhiri suatu perkara.84 Sedangkan Ridwan Syahrani,S.H. lebih suka 

menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang 

diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau 

mengakhiri perkara perdata85 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan putusan hakim adalah suatu peryataan yang diciptakan dalam bentuk 

tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan 

diucapkan didepan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah 

melalui proses dan procedural hokum acara perdata pada umumnya dengan tujuan 

untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya 

kepastian hokum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan 

kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan 

dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hokum acara 

perdata. 

                                                             
84 Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Cet. V. (Bandung: Pt. 

Adiya Bakti, n.d.), Hal. 89. 
85 Ibid., Hal. 90. 
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Putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan elemen vital dalam 

menyelesaikan perkara perdata. Secara filosofis, putusan hakim bisa dianggap 

sebagai "mahkota" yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, 

penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim yang menjatuhkannya. 

 

Umumnya, putusan akhir dalam sebuah sengketa yang diputuskan oleh 

hakim dalam persidangan mengandung sanksi, seperti hukuman bagi pihak yang 

kalah dalam persidangan. Sanksi ini bisa berupa pemenuhan prestasi atau 

pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan keputusan 

pengadilan. Di hukum acara pidana, sanksi bisa berupa penjara dan/atau denda, 

dan pelaksanaannya bersifat mengikat tanpa memandang status ekonomi atau latar 

belakang individu yang bersangkutan. Perbedaan utama antara hukum acara 

perdata dan pidana terletak pada jenis sanksi yang diterapkan. 

pada umumnya, putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 196 Ayat (1) 

RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas 

juga diatur di dalam Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg Jika diringkas, maka 

jenis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu: 

1. Dari Segi Kehadiran Para Pihak  

Putusan jenis ini terdiri dari: 

a. Putusan Gugatan Gugur  
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Di dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa jika 

penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh 

wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. 

b. Putusan Verstek 

Di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan 

kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, yang menentukan bahwa jika 

tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh 

wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.  

c. Putusan Contradictoir 

di dalam putusan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu:  

1) pada saat putusan diucapkan para pihak hadir, 

2) pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. 

2. Dari Segi Sifatnya 

Putusan jenis ini dibedakan menjadi:  

 

a. Putusan Declaratoir 

Putusan declaratoir putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat 

menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya 
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situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon.86 (contoh: mengabulkan gugatan 

penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah 

(contoh: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat)87 

b. Putusan Konstitutif 

Putusan konstitutif ialah adalah putusan hakim yang meniadakan atau 

menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pegangkatan wali, 

pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya88. 

(Contoh menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena 

perceraian).89 

c. Putusan Condemnatoir  

Putusan condemnatoir adalah putusan yang diktum/amarnya berisi 

pernyataan yang bersifat penghukuman (contoh: menghukum tergugat untuk 

membayar kepada penggugat).90 

3. Dari Segi Saat Penjatuhannya  

Jika ditinjau dari segi saat penjatuhannya, maka dibagi menjadi:  

a. Putusan yang bukan akhir 

                                                             
86 Laila M. Rasyid SH M.Hum and Herinawati SH M.Hum, Modul Pengantar Hukum 

Acara Perdata (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), Hal. 101, 
www.unimal.ac.id/unimalpress. 

87 Dr. Endang Hadrian SH MH and Dr. Lukman Hakim SH MH, Hukum Acara Perdata Di 
Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, Cet. I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 
Hal. 53. 

88 Laila M. Rasyid SH M.Hum and Herinawati SH M.Hum Op Cit Hal. 101. 
89 Dr. Endang Hadrian SH MH and Dr. Lukman Hakim SH MH Op Cit Hal. 53. 
90 Ibid Hal. 101. 
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sering disebut dengan putusan sela, putusan antara, tussen vonis , putusan 

sementara atau  interlocutoir vonnis  yaitu putusan yang diberikan oleh hakim 

sebelum memutuskan suatu perkara yang ada, yang bertujuan untuk 

mempermudah kelanjutan dalam pemeriksaan suatu perkara. 

Putusan sela diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. 

Menurut pasal-pasal ini, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang 

bukan putusan akhir (eind vonis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan 

berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu 

kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum 

menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk 

putusan prepatoir atau interlocutoir.”91 

b. Putusan Akhir  

Jika putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses 

pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan 

dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok.92 Dengan kata lain 

putusan hakim merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan hakim sebagai 

penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang 

berperkara. 

                                                             
91 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal.880. 
92 Ibid., Hal. 887. 
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Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam 

kekuatan, yaitu:93 

1. Kekuatan mengikat  

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para 

pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak. 

2. Kekuatan pembuktian  

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat 

sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang 

berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.  

3. Kekuatan eksekutorial 

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila 

putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua 

putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang 

dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang 

bersifat condemnatoir. 

                                                             
93 Dr. Endang Hadrian SH MH and Dr. Lukman Hakim SH MH Op Cit Hal. 54 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu  tujuan dengan cara mencari, 

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.94 Istilah 

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu; logos yang artinya ilmu atau pengetahuan jadi 

metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara 

seksama untuk melakukan sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah 

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporannya. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan 

yang dilewati untuk mencapai pemahaman95. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna 

memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut : 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Waktu PeneIitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah 

dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar 

outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2023.

                                                             
94 Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

Hal. 1-2. 
95 Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian ( Memberikan Bekal Teoretis 

Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan 
Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar) (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 1-2. 
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No  Kegiatan  Bulan  Keterangan  

September 

2022  

Januari 

2023  

Februari 

2023  

Maret-

Juni 

2023  

Juli 2023  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  Pengajuan 

JuduI  

  

 

   

                                                        

   

2  Seminar  

ProposaI  

                                                             

3  

Penelitian  

                 

 

   

                                          

4  PenuIisan 

dan  

Bimbingan  

Skripsi  

                             

      

      

       

            

   

5  Seminar 

HasiI  

                                 

 

  

      

6  Pengajuan  

Berkas  

Meja  

Hijau  

                                     

 

  

  

Table 1  Kegiatan Skripsi 
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3.1.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan 

No. 8 Medan yaitu dengan mengambil data yaitu berupa Putusan No. Nomor 

307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn Pengukuhan putusan BPSK.  

3.2. Metodelogi Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah Hukum normatif, yang juga dikenal 

sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi 

dokumenter. Disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena fokus penelitian 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau sumber bahan lainnya.96 yang 

di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap 

pantas.97 Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer 

dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan.98 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 

 

 

                                                             
96 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hal. 27. 
97 H Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2012), Hal. 118. 
98 Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1984), Hal. 20. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



 

67 
 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh penulis secara langsung dari objeknya yaitu Putusan No. 

307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn. Selain itu data primer lainnya 

adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi 

penelitian dengan menggunakan bukti-bukti yang terdapat dalam 

peraturan tersebut.99 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan 

atau sebagai penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder 

dalam penelitian ini terdiri atas: 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum 

primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini 

yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku 

literatur tentang konsumen, pelaku usaha dan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, hasil-hasil penelitian 

terkait jurnal dan karya ilmiah. 

                                                             
99 Ibid., Hal. 51. 
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43.2.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

studi deskriptif analisis dari studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan 

ilmiah yang dilakukan secara mendalam, terinci, dan intensif mengenai suatu 

program, peristiwa, atau aktivitas. Penelitian ini berfokus pada pengetahuan 

mendalam tentang peristiwa tersebut, baik pada tingkat individu, kelompok, 

lembaga, atau organisasi. Kasus yang dipilih adalah peristiwa aktual (real-life 

events) yang sedang berlangsung, bukan yang sudah lewat. Hal ini mengarah 

pada penelitian hukum normatif, yang mendasarkan pada karakteristik ilmu 

hukum yang bersifat normatif..100 

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan tujuan untuk 

mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses Penolakan 

pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Konsumen. 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, 

demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh 

data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

                                                             
100 Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal. 163. 
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a. Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan 

untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap. 

b. Penelitian lapangan (Field Research): wawancara yaitu penulis langsung 

melakukan studi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus 

tentang pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

yang diajukan oleh pelaku usaha yaitu Putusan No. 

307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn 

3.2.4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang menitikberatkan 

pada pengamatan mendalam terhadap fenomena dan penelitian makna substansial 

dari fenomena tersebut. Data kualitatif yang terkumpul secara terstruktur 

kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini secara 

kualitatif. Tujuannya adalah memperoleh jawaban yang mendalam dan hasil yang 

akurat. Data dalam bentuk teori yang dikumpulkan dikelompokkan sesuai dengan 

subbab pembahasan dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.101 

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analis sehingga 

dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam 

Penolakan Pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang 

                                                             
101 Alviony, “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan 

Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn),” Hal. 29. 
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diajukan oleh pelaku usaha. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan 

menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang 

dirumuskan.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut 

: 

1. Alasan konsumen/Pelaku usaha mengajukan permohonan keberaratan 

terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu adanya 

tidak sesuaian terhadap fakta hukum, adanya Kesalahan Dalam Interpretasi 

Hukum, adanya Keraguan Terhadap Independensi dan adanya rasa 

keperpihakan, Ketidakadilan dalam proses pengadilan, adanya 

Kepentingan Yang Merugikan. 

2. Pertimbangan hakim dalam penolakan pembatalan terhadap putusan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap putusan perkara No. 

307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn, pada pokoknya menyatakan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Telah benar dan tepat dalam 

menerapkan hukum dikarenakan hakim memperhatikan ke 3 asas yaitu 

asas kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dimana jika 

dilihat dari asas keadilan hakim tidak semata-mata untuk mengabulkan 

gugatan yang dibuat oleh tergugat ke pegadilan negeri dan memperhatikan 

seluruh dalil 
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dalil yang dilanggar apakah melanggar dari otoritas BPSK, jika dilihat dari 

asas kemanfaatan hukum hakim sudah menerapkan hal tersebut yang 

dimana hakim melihat hal yang di gugat apakah melanggar otoritas dari 

BPSK jika melanggar maka hakim pengadilan negeri sendiri yang akan 

memutuskan perkara tersebut yang dimana hal tersebut jika BPSK 

melewati otoritas dalam memutuskan maka kemanfaatan hukum dalam 

peraturan BPSK akan diragukan oleh masyarakat contohnya pada putusan 

No. 90/Pdt.Sus-BPSK/2023 yang dimana pada putusan tersebut BPSK 

memutuskan perkara ingkar janji (wanpretasi) antara debitur dan kreditur 

berdasarkan perjanjian pembiayaan atas jaminan fidusia yang dimana pada 

hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case), bukanlah 

termaksud dalam sengketa konsumen, walaupun pada dasarnya BPSK 

menerima seluruh gugatan yang diajukan kepada BPSK. Dan jika dilihat 

dari aspek kepastian hukum ialah hakim memastikan apakah gugatan yang 

diajukan oleh penggugat terhadap penolakan pembatalan putusan BPSK 

benar apa tidak, agar fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

berjalan semestinya dan tidak melampaui dari apa yang sudah di 

amanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

5.2. Saran 

1. Melalui Pengadilan Negeri sengketa konsumen dapat dilakukan upaya 

hukum untuk permohonan pembatalan putusan BPSK. Dan jika hasil dari 

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri juga tidak sesuai maka 
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Konsumen/ pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kasasi atau 

peninjauan kembali ke Makamah Agung. 

2. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara haruslah menerapkan 3 asas 

hukum sebelum memutuskan suatu perkara agar tidak salah dalam 

mengambil suatu putusan dan tidak merugikan salah satu pihak. 
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Wawancara 

Wawancara  Dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn, Tanggal 5 Mei 2023  Di 
Pengadilan Negeri Medan. 
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Lampiran 

A. Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara. 

 

Gambar  1 Foto bersama dengan Bapak Dr. Edward, SH. M,kn Selaku Naraseumber 
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B. Lampiran Surat Pengantar untuk Pelaksanaan Riset/Penelitian. 

 

Gambar  2 Surat Pengantar pelaksanaan Riset 
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C. Lampiran Surat Telah selesai pelaksanaan Riset. 

 

Gambar  3 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian. 
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D. Lampiran Daftar Pertanyaan wawancara. 

LAMPIRAN WAWANCARA 

DAFTAR WAWANCARA PADA HAKIM AD HOC TIPIKOR 

PENGADILAN NEGERI MEDAN 

Judul Penelitian : “ Kajian  Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh 
Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen Kota 
Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 
307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)” 

 
1. Bagaimana peran lembaga peradilan dalam memproses ketidakpuasan 

konsumen/Pelaku Usaha terhadap Putusan yang telah dibuat Oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

Jawab :  

Peranan pengadilan adalah sebagai lembaga pemutus sengketa yang 

diajukan oleh penggugat ketika perkara yang masuk akan diperiksa dan 

diadili, setelah diadili maka seluruh bukti-bukti yang diajukan di dalam 

persidangan baik dari pihak tergugat dan penggugat, jika bukti-bukti yang 

diajukan oleh penggugat dihadapan hakim menyakinkan hakim maka 

hakim akan membenarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, jika 

bukti bukti yang diajukan oleh penggugat dihadapan hakim tidak 

menyakinkan hakim maka gugatan yang diajukan oleh penggugat maka di 

tolak. Didalam putusan ini ditemukan fakta bahwa bukti-bukti yang 

dibawah oleh penggugat tidak sesuai denngan dalil-dalil yang diajukan 

oleh penggugat tersebut. 
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2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang sebelumnya 

sudah diselesaikan oleh di Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen ? 

Jawab : 

Mekanisme penyelesaian sengketa tergantung kepada BPSK itu sendiri, 

yang dimana BPSK Memiliki Peraturan Perundangan tersendiri, jika ada 

seseorang mengajukan gugatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan 

oleh BPSK maka Penggugat harus menggugat Peraturan yang telah 

dilanggar oleh BPSK, Jika aturan tersebut memang terbukti dilanggar oleh 

BPSK. 

3. Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Putusan BPSK yang telah 

dibatalkan ataupun yang di kukuhkan oleh Pengadilan Negeri? 

Jawab : 

Kepastian Hukum Terhadap Putusan BPSK yang telah dibatalkan oleh 

Pengadilan negeri adalah putusan BPSK tersebut tidak lah sesuai dengan 

harapan masyarakat. Majelis hakim memiliki persefektif tersendiri 

terhadap permohonan pembatalan putusan BPSK yang dimana majelis 

hakim akan memperhatikan tiga asas hukum , jika hakim mengangap 

bahwa putusan yang dibuat oleh BPSK salah maka hakim pengadilan 

negeri yang akan mengambil ahli perkara tersebut dan memutuskan 

perkara tersebut. Jika permohonan pembatalan Putusan BPSK ditolak 

maka hakim mengangap bahwa putusan tersebut telah tepat sehingga 

penerapan Undang-undang perlindunagn konsumen terhadap pembentukan 
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peradilan khusus permasalahan konsumen dapat terelasasikan dengan 

tepat. 

4. Mengapa keberatan yang diatur dalam pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen hanya dapat dilakukan oleh BPSK yang 

berdasarkan Arbitrase? 

Jawab : 

BPSK memiliki aturan tersendiri yang dimana aturan tersebut mengatur 

pada pasal 56, oleh karena itu hakim pengadilan negeri akan mengacu 

pada untuk memutus perkara penolakan putusan BPSK, Jika menurut 

hakim putusan yang dibuat oleh BPSK sudah benar dan tepat, maka BPSK 

sebelum memutus perkara yang masuk sudah melewati proses yang benar 

dan tepat dan tidak melanggar dari aturan yang ada. 

5. Mengapa dalam Putusan tersebut hakim tidak menyediakan Upaya hukum 

mediasi kepada para pihak yang bersengketa ? 

Jawab : 

Dikarenakan perkara tersebut sebelumnya sudah diputuskan oleh BPSK, 

kecuali sengketa permasalahan sprepart Hp ini tidak diputuskan oleh 

BPSK, maka hakim harus menyarankan untu mediasi. Dikarenakan 

perkara ini sebelumnya sudh diputuskan oleh BPSK maka hakim tidak 

berhak untuk menyarankan Mediasi untuk pera pihak. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
pu tusan.mahkamahagung .go.id 

PUTUSAN 

Nomor 307 /Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn 

DEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadllan Negerl Medan yang mengad lli perkara perdata, telah 

menjatuhkan putusan sebagal berlkut dalam perkara gugatan antara: 

SUHAR T O, l/eralamat di JI. Ko ta Cina lgk 9 Paya Pasir M eda1'1 

Mrelan, Kola Medan, Sumatera Utara dalam hal lnl 

l'}erntlerl~n ~uas~ kepada Jhon Feryanto.Sia ­

payun!!.SH dan Irvan Vllrtor- S.~1 selaku ll:tJasa Hukum 

p ada Kantor H,pkl!m Jho11 Feryanto .Slp.ayung, S.H & Part· 

ners y'aog 15erkantot/b"era!amat di JI. Perjuangan No.44 

Kelurahan Tanjung Refo - KecamataA Medan Sung­

gal/bertlasarkan Surat Kuasa Khusus taoggal 07 April 

202~, selanjutnya disbut sebag;ogai Penggugat/Pemo­

hon Kebera.tan ; 

Lawan: 

Sparei>cart Hand.phone yang l:>.eralantat . di JJ. 5_e~ip 

No.92,K·el.ura.han'.Sel Pu.I.ii' t lmur I, Kecami!tiln Medan 

Petis;ih, Kota Medan, meniberl Ktfasa kej:i~da 1. 

Johnson Bangun, S~H f, 2. M ihar, S.1H., berdasa-rkan 

Surat Kuasa Khusus ta Ag.gal 09 Mei 2022~ selanjutnya 

disebuI sebagal Tegugat/Termoho.n Keberata., 

Ren gad ii an N.,egert tersebut ; 

Setelah membaca berkj>S perkara beserta .surat-suo:at y;ing bersarigkutan; 

5.ete'lah menClenpr k"eaua b;e1ah pih'ak'yar11i berpena r.a; 

TENYANG OUOUK PERKARA 

'.Menimbarg, bahwa P.enggu'gat'/Pem'ohon t<eberat<ln dengan Surat 

Gugatan Keberatan i:anggal 11 AprO 2022 yang i:llt erima• dan didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Neger-.i Medao pada taoggal 11 April 2022 dalam 

Regist er Nomor 307 / Pdt.Sus.-BP..SK/.20i 2/P.N Mdn, telah mengaj ukan Gugatan 

Keberatan sebagal berikut : 

A . KEDUDUKANHUKUM PEMOHON KEBERATAN: 

1. Bahw a ·11emohon Keberatan adalah Warga Negara Indonesia 

yang mernpunyal Hak Konst itusional yang dilindungl oleh Un" ang -

Undang Dasar 194'5 dafi Peratur~n Perundang·undangan yang berlaku 

di Negara Republl~ Indonesia. 

Holomon1 dorf}S Putuson Perdota Gvgoton NornorS07/Prit.5us-BP5K/2022/PN Mdn 

122 

.-(:~ ~.~,~ ~~·.:glf'.~~~:h!i>:u<"$"'..ct i;~.~~~l::fo.=.J.t.~'">; .ltf.f-$n .:a::~~~.u~·\.l~::r.:~"":-~~'l$i~ »..,..~.!:'$~~,,~~ 

$e~..- t\':;1f~~.,·,emw,,.2.~~.::~~~c":-':>~~='!:c!.:;:m-.::s:.~~::e;r..;: !ffu.:~61>'1.l\.~d"1>~ '.e:~~~~~~•l4'b-mr.e~:~-lel'...:6':>,,.::~...:'.d t'a':!R.:ti l•:e~ 
o~.,,~A'JU~~.t-a:.T!:ll'~..::rlJ~-.;>~'?!::=~$11.=lrl"'Jmu.'r.n; :.t.·~v-::::i,. ,-=~1;111~.~11~~~~.-:~~;r~~..:.i.l~-!-;,~::;.n; ii:~etll 
=--a ~l!>".~~b.l'WA. ... ~~ :-:Jeo:c:-«:,~"";(~=1 '.l Haleman 1 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 

2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah W arga Negara Indonesia 

yang merupakan konsumen sebagaimana dlmaks.uddalam ketentuan 

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Te.ntang Perlindun 

gan Konsumen yang menyebutkan "Konsumen adalah setlap· orang pe 

makal barang dan atau j asa yang tersedla dalam masyarakat, balk bagi 

dlri sendirl.keluarga.orang fain,maupun makhluk hldup lain dan tldak 

untuk diperdagangkan; 

3. Bahwa Pemohon Keb<>ratan mengajukan keb.eratan berdasarkan 

Ketentuan Pasal 56.Ayat-l2J l,!ndang-,undang No.8 Tahun 199.9.Tentang 

Perlindung'!n Konsumen yang ~unylnya P.31:3 plhak dapat mengajukan 

keber~ra:n kepada PenJt-ii:!llan N~J!e"ri pallng l;rmbat 14 (empat belas} 

harl kerja setelah mi!'llerlma pe.mberltahuan pulll .santersebut. 

4. Bahwa gugatan CfiaJUkan d lkaTenaRa·n Pemohon Keber'atan, ke­

beratan ~erhadap Putusa.n Sadan Penyelesa1an Sengketa Konsumen 

Nomor : 010/Arbitra>-.:/:i022/BPSK;Meda[l t;mggal 17 Maret 2022 maka 

sesual de.ngari f(ete.ntu;m Pera.tui:an ,Mahkamah .. i\l!ung ReP.ublii<_ 'ln­

dp n<!Sl.a No.1. Tahun 2006 l enta'(lg Tata Cara Peng9]u_an 1$eberatan 

Terhattap Putusan Bad<in Penv'i!lesalari Sengketa konsumen, ol~h 

klirenanya Pe.m.ohon Keberatari ber,ha.!<' mengajukan g~gatam keb·e; 

atan a q6u; 

5 . Bahwa Pemohon Keberatan 'tefah mener'im a -pembi:?ritahuan Pa 

tosan Nomor : 010/ Arbi trasi/W22/BPSK.Medan pada taogsal 24 Maret 

·2()2·2 seliingga gugatan keberatan yang diajukan maslh dalam teng 

.gang waktu 14..hari "'1.Sual dengan ketenl\Jan ~asal 5 Ayat (1) Peratu 

r<ln Mahl\aman Agung Republik I ndo.nesia No.l Ta!luri 2006 Teiitang 

Tata Cac~ ·f>e.nga)u,an Keb'er:atan "rerhad.a.i;> PLf!usan Ba'l:t~n Pilnyelesa 

ian Sengke!a KonsumE;n ya/it menyebutf@n ~ebe-r.atan tli<lju[San dalam 

ten~gang waktiJ 14 (empar ·bela>), tiar f terhituhg 5ejalt j>elaku usaha 

atau ·konsumen lnenerima pemberitahuan put usan Badan Penyelesa­

ian Sengketa, Konsumen. 

6, OBJEK SENG KETA P.ERKARA: 

Adapun Yang Menjadi Objek Sengketa Panahon Keberatan, adalah: 

Bahwa Pemohon K.eberatan Tet>adap Putus.an Arbitrase Penyelesaian SeA 

gketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/202?./BPSK.Medan. 

B. D U D U K SEf\IG KETAPERKARA: 
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1. Bahwa Pemohon keberatan Tentang Fakta Dan Hukum yang 

dlnyatakan oleh majelis dalam putusan Arbi trase Penyelesalan Ser> 

gketa Konsumen Nomor : 010/Arbitra~e/2022/BPSK .Me·dan,dfmana 

majells bad~n penyelesaian konsurnen dalarn perkara turut menduga 

tentang keabsahan kedudukan konsumen. 

2. Bahwa Pemohon keberatan dalam putusan Arbitrase Penyelesa 

Ian S.engketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/SPSK.Medan 

Tentang Fakta <!an Hukum yang menyatakan bahwa konsumen t idak 

membantah dalll qan Jaw.a.b_an .P.e lak~ usaha adalaht/dok benar,karna 

pemoho,n Kebft"rata'n rnenyampalkan l'>antahan atas Jawaban Termohon 

Ke.beratan/ p,elaku u!ah~ r~rfanggal 02 Ma·ret 2022 kepada Maj elis 

Penyele saiari Sengketa Konwrnen, dan nal lnl tel~h dlkesamplngKah 

Oleh Maj elis Yai)g memerfksa dan mengadill perkara dalam· piJt~san AF 

bi trase Penyelesaian ·Sengketa Konsur.nen Nomor 

010/Arbilr•si/2.021:/SPS,K.lv)edan; 

3. Ba'1w.a Pemohon Keber,itan perlu menjelaska<l pada tangga} -03 

Maret 2022, tidak ad.a pei;Sldan.gan,,karJ'na ~nggtil tecsebut harl llb,ur 

nasignal. 

4. ~ahwil Pemohon Keberata!J p,ad,a ta~Jlll•I ~ Febru_arf 2022: :se.k~r' 

pukul 15.'35 WIB m~mbell sparepart handphone berupa led Vivo Y71 

~ebanyak 2. unft seharga Rjl.221.00Qfunit di Tako ·TermohGn Keberatan 

Pelaku Usai'la. 

S. Bahw.a pada saat pemasangan J¢e handph0ne,lcd yg di bl.Ji 

temyata rusak dan tlc;!a.k berfu~gsJ sebagalma.n.a mestinV<1. 

6. Banwa paila. tan~al 10 f'ebruary 2ll'li' sekltar pukul 14.31 Wlb 

Pi!rnohon K,eberatan mendat llrigr Termol\on Ke.bera\an •fr l'okp yang 

·beralamat Cli jal~n..se~ip No 92 untuk mencolla memlnta kejelasan dan 

pen·gga'ntlan atas barnn1fyang': d1 bell yang ternyata rosak dan tldak 

ber.fungsl sebagaim'a na- m·estfnya. 

7. Bahwa ~setE?lah "PemoRon Keberatan Olencoba untuk memohon 

penggantian atas barang. vang .. di ,belf yang ternyata rusak dan t idak 

berfungsl seb~gaimana mestlnya ters.ebut seorang karyawan GMT 

mengat.akan liahwa barang tidak dapat di tukar dengan alasan barang 

yang sudah di beli tidak dapat di tukar. 

B. Bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan Jaminan/garansl 

tertuahg <lalam 
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Undang-Unda"g No .. 8 Tahun 1999 pada Pasal 7 Kewajiban Pelaku Us 

aha: 

m Butir d : M enjamln mut-u borana danlatau iaso yana 

dlproduksl don/atou dlperdagongkon berdosorkon stondor 

mutu barana danlatau lasa yona berloku. 

m Butlr e : Memberikan kesempatan keoada konsumen 

untuk menqull danlatau mencoba baranq danlotau Jaso ter 

tentu serta memberlkan lam/nan danlatau qaransi atas 

boronq yonq dlbuot·don/atou dlperdoqonqkon. 

9. Bahwa b~r;ingfspare part yal'IB .diproi:l.uksl a'tau dlperdagangkan Termo 

honKebera_tan / P'eiaku l,J! ah.a di'd.uga ilegal a'!3u barang/sparepart 

pals·u dlkarena.kan sangat bertentailpn d~ngan amanab ndang-Un­

dang Perdagangan Nomor 7 Tahun •2014 tentang Perdagan 

gan,maupun hirarkl peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesat 

uan Republik lndonasia. 

10. KERUGIAN PENG<iUGAT: 

Bahwa menging3t.1>emohon Kj!beratan merupa(<an Konsumen pemakai 

ba,i:ang sparepaH: handphcine berupa led Ylvo•\'U sebany.ak 2 (dual uni t 

va.n'fl,d lbeli darl Pelaku u~al\~/Tpki:J GMT namun fa'ktanva ba!J!ng-ter:s~ 

but-rusak dan tldak berfun:gsi sebagaimana IJlestinya;m'ak:a Pernohon 

telah meAg;tlaml kerugian materr/uangyang diperldrakan sebesar Rp. 

500.000.- (lima '""~· ribu rupiah)_ 

G_ nJNTUl'AN· / PERMOHONAN PMOHON KEBERAtAN:. 

B3lhwa ,bei;das.arkan uraian va.ng dlsampalkan oieh Penggugat,mohon ~i' 

ranya Ketua Pengad ilan '!'leg~ri !Viedan atau Mii]e lls yan& rri" merikSjl d'an 

rri<'Jlga,dlli p,e.fi!ara aqua, ur\~k : 

1- Menerima Keberatan Pe1J1ohon,darl Pembhon Kebl?ratan; 

2. Membafaik~n Putusan Ba'dan Penyelesaian 5efllj,keta Korisumen 

KOta Ml!'dan 010/ Arbitrase/2022/BPSK.Me<lan tanggal 17 Maret 2022 
• 

3. Mewajibkan Termohon .Keberatan } Pelaku Usaha tmtuk 

mengembalikan kerug1a.o llerupa uang secara tunai yang menjadi hak 

Pemoh.on Keberatan selaku konsumen berupa Pembe!ian Led Vivo 

Y7 1 sebanyak 2 unit senilai Rp.221.000 X 2 = Rp.442.000 (Empat Ra­

tus Empat Puiuh Oua Rfbu rupiah); 
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4. Membebankan blaya yang tlmbul dalam gugatan lnl kepadaTer­

mohon Keberatan.Menimbang, bahwa pada harl persldangan yan_g 

telah dltentukan, Para Pihak hadir masing masing Kuasanya seba 

eaimana telah dlSebutkan di atas; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan keberatan atas 

putusan Majelis BPS.K septHtl lnl. Majelis Hakim tldak menyediakan upaya untuk 

Medias! bagl para pihal<, akan tetapi kepada para pihak berperkara dapat 

melakukan upaya perdamalan dlluar proses P.ersldangan, yaltu deng_an tanpa 

melalul lembaga Medlatoq e.bagalmana persldaJlgan perkara per-data umum lain 

nya, kemudlan peri;eriksaan p_ermohonan keber.¢.an dilanjutk<in dengan 

pembacaa.n Permdhonanaya yang ~ln~a t;.ta·p qipeltlJtank~n oleh Pemohon Ke­

beratan; 

Menlmbang1 'babwa tethadap gugatan Keberatan Penggugat/Pemohon 

Keberatan tersebut ergugatfr:erm~hon Keberaran memberlkan jawaban 

.tertanggal 24 Niel 2022 yang pada pokoknya~ebagai beriKutl 

DA.LAM Kf.!>NV.ENSI : 

Ila.lam Eks-epsl ; 

.1. >Tent.an& Pemohon Kebera,t an bukai;i Konsumen Akhir/l\llurn l : 

- B;ahw<1, Termohon i<' beratan1semula Terg0gai menolak dengan te~as 

:seluruh dalll/tl~ilh a_tau _alasan dan tunr_u_tan Pemoi'i_on Kebet;atari/~emula 

Penggugat dalam perkara lnl sepan)ang yang tld.iik benar 

_ BahWa, Pemohon Kebet atan/ .semula P.eoc11u,_gal bukanlah konsumen 

akhlr /murn1, melai nl<an Pembhon Keberal'an/s'emula Penggug~t a·dalah 

P.emilik/Petugas/ Pelak.i usaha j asa pe~bai~ao (Service/Reprasi) Hand 

Phone yang sudah berkali-kall me.mbeli S-pa<epart HP. <Ii Toko Termohon 

Keberatan/ semula Tergt,igat-; . 

- B:.ih1'1a, Peri\illk,(pelak.U usah~ ja~a perbal~an Hanel Pnp\\e setelah 

memb@ll Sparepart HP dan ifrp·asa ngkan kep,a<,ia HP mllik i<,0 l'lsumen yang 

HPnya dlp_ei'balklnya, tentu PemlUk/pelaku usaha J.asa perbalkan HP 

mendapat l:iaya~an darl Konsumen yaitu berup<f uang jasa perbaikan HP 

seka!igus uang harga Sparepafuiya Yang di 'pasang pada HP mllik 

Konsumen yang d'iperbai kinya-; 

- Bahwa, oleh karena Pemohon Keberatan/semula Penggugat bukanlah 

Konsumen murni/akhir~ melainkan Pemilik/pelaku 1:Jsaha jasa perbaikan 

Hand Phqne (Service/ Repra~i), maka t idak berhak mengajukan 

permohonan/gugatan ke BPSK atau Lembaga Arbltrasi araupun 

niengajuk~n guga-tan keberatan ke Pengadll~n Negerl; 
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1. Tentang Gugatan Keberatan telah lewat w aktu : 

Bahw.i, sebagaiamana di.akul oleh Pemohon Keberatan dalam 

Surat gugatan keberatannya, bahwa Pemohon keberatan menerlma 

pemberitahuan Putusan Arbltra.sl BPSK Medan No. 

010/Arbitrasi/2022/BPSK M edan yaltu pada tanggal 24 Maret 2022; 

Bohwa, ke1nudian Pe moho n keberatan/semula Penggugat baru 

mengajukan/ mendaf tarkan gu_gatan keberatannya di Pengadllan Ne·geri 

Medan dengan daftar .No.307 /Pdt.Sus--BPSK/2022/PN-Mdn yaltu pada 

tanggal 14 Aprll 202~; 

Baliwa, deng-an demiklan.gugatan kebei:atan d iajukan/didaftarkan 

oleh Pemohon keberatao/.semula Penggugat telah lewat waktu 14 hari 

terhlrnng sejak pemberltahuan Potl.!San Arbltrasi BPSK Medan ters.ebut 

cllterrma oleh Pf mphon kel3ei;a tan/~emula Pengguga-t P11oa tanggal 24 

Maret 2022. : 

B.erdasarkan hal-hal yang telah Ternlohon Keberatah kenluka~an/uralKan p'ada 

~kseps[ b;lgTan No. i atau G'l<sepsl bag/an No. 2, maka patul dlmolionkJiln 

J<epada. M a]elis liaklm daram perkara lnl oalam putqsan nantfnya Jnl ,agar 
~ .I 

Menyatakan Gugatan Keberatan dala.m perkara lnl t ldak dapat dlterlm a ; 

Dalam P.okok Perkara : 

• Bahwa hal-hal y<ing teJah TermohoQ K-ebeoata·n/semula Tergu11at 

kemukakan da.lam 'Eksepsi dianggap telah clfmasukkan dalam PoJ<ok 

P!!rka.ra lni dan merupakan s.~tu K~atua_n v_ang t fdak t~pfsahkan ; 

• Bahwa; Terh')o_hen Keber;atan/ semul<I' Tergugat menolak dengan tegas 

selurui, dalll/dalil1 atau ala~n dan funtutan ,aalam gugatan, keber;i~annya 

se11anjang yang t ldak benar ; 

• cBal\wa, l:iena'r P,emoiic;in Kebei:atan/se:mula Penggugat ada 

me'nyamp,al~an pengaduan/,gUgatah se~ara tertulls df ~sekretarial BPSK 

Medan der>g_~n daltar No. 010/PEN/ 2022/BPSK.Mdn, berkaitan dengan 

pembelian Spatepart !'IP ·:01eh Pemoh0n Rebe•atan/semula Penggugat di 

Toko Temohon keberaran/semula Tergugat diantaranya Sparepart HP 

berupa LCD VIVO Y71 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.221000,-/unit; 
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• Bahwa, setelah para pihak Pemohon Keberatan/s.emula Penggugat dan 

Pemohon keberatan/semula Pengsugat diberl hak Jawab menjawab dan 

mengajukan buktl·bul<tl, lalu Majells persldangan Arbltrasl BPSK Medan 

menjatuhkan putusannya pada tanggal 1.7 Maret 2022 No. 010/Arbitr-asl/ 

21}22/BPSK.Mdn, yang arnarnya berburwl sebagal berlkut : "MENOLAK 

PENGADUAN KONSUMEN"; 

• Bahwa, putusan Maj elis persiaangan Arbit rasi BPSK tersebut sudah 

benar menurut huk.um dan kepatutan, karena ltu Termohon Keberatan/ 

·Semula Tergugat t idak rnengaJuKan keberatan ; 

• Bahwa, s).'balikiiya i:>emohon Keberat~n/siimula P.enggugat mengajukan 

keberqtan terhadap P.utusan MaJells p,e~fdangan Arbl.trasl tersebut melalul 

Pengadilan Negeri Medan. dengan alasan·alasan yang 

tlfl<erriuRakan/d~~r.ai~an cialam· sur'3t Reberatannya Reg. Noy307 /Pdt.Sus­

BJ'S'K/2022/PN·Mstn da-ri hala1Ttane4 s/d h,a1amlln 5 ; 

• B<1hWa, alasan-~lasan kebe•atan Pernohon kel:ieratan/semula penggugat 

ll'dak benar menurut hui<um dan kepatutan y~jig betlaku, k~"f,enanya 

haruslah dltolak ; 

• Bahwa, dalil}dalih atau alasan"11asan yang disampaikan oleh .cl'emohon 

keber.atan/ semula P.enggugat dalam surat gugatan l<eberatan1~wa kurang 

tebih adalah sama de,ngan apa yang teJah dlsampaikannya pa!fa tahap 

l'~lda[\gan Arbitrasi Bl!SK Med'ln ; 

• Baliwa, s.epertl yang telah Termohon keberatan sampa1kan pada tah•P 

pelsidangan' Arb!trasl BPS,K Me.dan, bahwa d.uduk permasalahan yang 

se_benarny.a a.dalah : 

• Bahwa. pada tanggal 9 Februari 2'022 sekltar Pukul lS.40 WIE • 

pengl!,\!.g~t a'da datal'lg ke ~~o. Terg!Jg;11, lalu Pengg.uga'l <i\emesan 

'S.parepart HP berupa La> VIVO Type Y71 sebanyak 2 1dua)' unit untuk 

dlb'ell Peng!tugat dengan harga perunl t Rp.221000"; 

• Bahwa, lalu Tergui:at o•derkan LCD HP dimaksud .s.esuai permintaall 

Pengeueat, lalu LCD-HP dlmaksuddlce.k Kernb.alt flsiknya oleh Penggugat : 

• Bahwa, Penggugat tidak meminta pembelian Sparepart HP yang ada 

garanslnya, rnelalnkan Penggugat melakukan Test langsung semua LCD 

HP yg dipesan Penggugat i 
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• Bahwa, dalam walqu yang cukup lama dari sekitar pukul 15.40 WIB 

sampal dengan 18.20 WIB Penggugal berada di Toko Tergugat untuk 

melakukan Test semua LCD HP yang akan dlbelinya (hat lr1I dapal di llha t 

darf rekaman CCTV) ; 

• Bahwa, LCD Vivo Type Y71 setelah di Tes~ oleh Pengguga~ lalu 

Penggugal mlnta gantl LCD baru, dengan alasan tldak bisa dlsentuh, lalu 

Te.rgugllt memberikan gantlnya yang baru, lalu di Test Kembali oleh 

Penggugat ; 

• Bahwa, setelah LCD dimaksud dj»Test <!an hasilnya sudah bagus sesuai 

fungslnya. lalu Per.ggugat memlpta Bon/Faktur kepada Tergugat untuk 

transakSi jual bell Leo HP dimaksud kekaslr, se_telali Penggugat selesal 

rnembayar kekasJr, Penggugat Kembali kaSt~nd p·en]ualan unt:_uk mengam· 

bu LCD HP dfmaksuct, lalll Terg.llga.~ memberlkan b>i.rang LCD HP 

dfmak~ud, la1u P<i_ngguga! pe'.g! ,m.embalAla p ul<1rg Lf O HP dim~ksud; 

• B<1hWa, oteh ka·rena iual bell LCE> HP dimakSliil Udak memakai garansi, 

sebelum t<!D HP.dlmal&JCI dlbayat. sudah di Test lani;ifong cileh P.en~ugat 

dan hasllnya oag<IS, maka begl tu LCD HP dimaks(1d dlbawa pulang oleh 

Penggugat atau dibawa keluar oleh P.enggugat darl T oko Tergugat, maka · 

ke1Tiudlan dengan alas.an apapun ·Penggug;it. sebagai co.StJJmer atau 

pembell tl,dak daP,at mlnta gan_ti/ tuj<ar yang baru al:Ojs LCD HP £1imaksud 

vang,dlbellnya dan atau t ldak dapat mernln!a ·dlkt!mballkan uanii yang tel~h 

albayar~an • kei!ad;i Tetgllipt s_eba&'!1 ~,ehJ.u~l dan a.t.ru Ter gugat t\dak 

betkewajib.an untuk mehggantl lagi Y'lrl!l 15a'r.u ~co MP ditna~sud Yllng telah 
·~ ~ -

dlbawa pulang,oleh Penggugat ; 

• Bahwa., atas kejadian tersebut, Penggul@t berdalll/salih Targugat telah 
. ' 

melanggar ketentuan yang dratur dafam UU No. 8 tahun 1999 tentang 

P.eciindungan. Konsumen Rhususnya BAS< VI P.asal 19 dan uu No. 7 Tahun 

201!-I Te(ltang Perdag11ngan adalah tidak· benar dan t idak beralasan hukum; 

• Bahwa, .ses1.1ngguhnva guga~an Pengg<igat yang t idak benar dan 

mengada-ada dapat m.eocem ar'kan atau. merusak nama bal~/Cltra Tergusat 

sebagal pedangang/penjual dan sesungguhnya dap.at saja Tergugat 

menunlut ganti keruglan morlel terhadap Penggugat ; 

• Bahwa, sela1n ltu, Termohon ~eberatan/semula TefllUgi't pada tahap 

persldangan Arbl trasl Juga telah menyampalkan/menjelaskan ~ahwa 

Penggugat rn.erupakan pemlllk dan/atau petugas Jasa perbalkan {service 

HP). Hal lnl lidak dibantah oleh Penggugat ; 
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• Bahwa, pada tahap persidangan Arbit rasi untuk membuktil<an dalil 

gugatannya, Pemohon keberatan/s.emula Penggugat telah menyampalkan 

bukt i sebagai be.rlkut : 

l. Foto copy Bon Pembellan tertanggal 09· Februari 2022 yang 

memuat lebih dari 5 {lima) Jellis atau jumlah produk ; 

2. Rslk LCD untuk Vivo Y7l sebanyak 2 (dua) unit; 

Tel11h membuktikan Ternyata benar Pemohon keberatan/semula 

Penggugat juga adalah P'elaku usaha yaitu sebagai Pemll ik/ Petugas Jasa 

perbaikan (se.r.vfce. HP) ; 

Bahwa, 'rermoh'i:m Keberatan/semula 'Tergagat tmtuk membuktikan dalil 
d • , • . • .• 

J~w~bl>nnya, Termohon 1\~beratan/semula Tergugat telah me'nyampalkan 

bukti berupa : FlashdiSk berislkan Rekaman CCTV tertanggal 09 

Februarl 2022 berlkut Print OutnyaTelah membuktlkan yaltu : 

1. Pe.nggugat tidak me.minta pembellari Spar~part HP y.arig .ada 

.garanslnya, melalnkan Penggugat melakukan Test/UJi langs1.1ng se­

mua I.CD HP y,g Q,ipe.san Penggugat ; 

2. Dalam waktu yang cukup lama darr sekltar pukul ~.40 WI ~ 

sampai clengan 18.20 ~IB Pemohon k.eberatan/semul~ P'lnggugal 

b'erada di Toko Tergugat untuk meJakUkan Tesi/Penl!~Jlans'emua lC[l 

HP yang. akan.dibellnva, (hal lnl iJap~t di lihat darl relC-aman CQT\/} ; 

3. lCD Vivo Y7·1 setelah ·dl Test/diuj l olen Pemohon 

kebel'atan/semula Penggug?~ latu Pemohon kebel'atan/ Penggugat 

mlnl!a _gantr LCD bar-u, .dengan ata.sa11 t fdak blsa disentuh, lalu 

Termohon keberatan/f.ergugat memberlkan gaotinya yang ba(u, lalu di 

'l'est/dlUJI Kernb~ll oleh Pemohon keberalan / s.emula Penggugat ; 

'l:· Selelah LCQ. dfm~ksud di Test/dluJI dan mshnva sudah bagus 

sesual f1.1ngslnYa., lalu Pemoh'on keberatan/ Pl!!\ggugat meminta 

Bon/Faktur k~pada' Term6h9n kebefllfifn/ T.ergugat untuk transaRsi Jual 

bell LCD HP 'Cllmalisud kekasir;' setelah Pemohon keberata:r./ 

Penggugat selesal membayar kekaslr, Pemohon keberatan/ 

Penggugat Kembali ke Stand penJualan untuk mengamb.il LCD HP 

d1maksud; lalu Termohon keberatanfrergugat memberlkan barang 

LCD HP dlmaksud, lalu Pemohon keberatan/ Penggugat pergl 

membawa keluar atau membawa pulang LCD HP dlmaksud; 
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• Bahwa, dengan demikian dalil/datlh Pemohon keberatan/semul.a 

Penggugat yang menyatakan b~hwa pada saat pemasangan ke 

h andph one, LCD yan g dlbell t·ernyata rusak dan tldak berfungsl 

sebagalmana m estlnya, adalah dalil/ dallh yang tldak b enar; 

• Bahwa, selanjutnya dalam surat keberatannya, Pemohon 

keberatan/semula Penggugat berdall l/daJlh : "Bahwa baran(!/spar-epart yang 

diproduksi atau dlperdagangkan Termohon Keberatan diduga i legal atau 

palsu .... .. . dst", adalah tldak 

o benar dan dalll/dallh Pemohon keberatan/semula Penggugat dapal 

meruglkan TermolJon keberatan bal k mortel maupun matrlel ; 

• Bahwa, perlu. Termo.hoJl keberat.ari jela~~an,, ba.hwa Toko Termohon 

KeberaianisemUla Tergugat tiukanl~h Prod.useri HP ~tau Sparepartnya 

ataupun yang memp(oduj<sl HP atau Sparepartnya Merek tertentu dan Toko 

Termohon Keb!l!ratan/semula Tergugat Joga bukan agen tunggal HP ataupun 

Sl?areparinya salah, >alu merek atau beber,apa. merek HP·tertentu ; 

• Bahwa, Toko Termol:ton Ketleratan/semula T<irgugat hanyalah menj ual 

·Sparepert HI' ya~g sesual/cocok d<!ngah diperuotukkaonya v.a11g 
' sebelurnnya oleh Toko Terrn'ohon Keberatan/semula 

Distributor Spaceparl Hll d i ·ROXI MASJakarta; 

Ter11ugat bell darl 

• E\i>hwa; sepa.njang yang Tcrmol:\on Keberatan/semula Terg\Jgat tahu 

d.alam jual beli S-parepart HP tidal<; ada v.ang memakal gar.1n.s.{, tecl<,e.cuali 

garallSF lokal yang dfapakan atas ~etlija~anaan .sen'dirf oleh Tok'O yang 

menjual Sparep,~rL HP ; 

• Bah"Vll> se.lanjutnya s.elama j fij dar!Sekian bariyak pe!anggan/cqs\omer 

yan$. ri1eml,,.ell ~p~reP.art HI" di Tpko Te~mohon l(eberatan/s,emula Tergugat 

tldak a~a Y~'l.& meoi~rnpal\gli'I komplen kepada l'o~o Termohon 

Keberetan/sei:nula Terg.ugat terkecuall 2' (dua'J orang s.-lah satu dlanraranya 

Pemohon keberatan/semula Penggugal dengan alasan dan tujuan tidak 

]auh beda dan pada tabap Arbltrasr didamplngl atau dlwaklli kuasanya oleh 

or.ang darl lemb.aga yang sam11 ; 
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• Bahwa, Pernohon keberatan/semula Penggugat diduga mempunyai it ikad 

buruk terhadap Termohon Keberatan/sernula Tergugat lngln menimbulkan 

permasalahan P.ada Termohon Keberatan/semula Tergugat yang dapat 

merugikan nama baik Ter mohon Keberatan, karena setelah Pernohon 

keberatan/semula Pe·ngeugat rnenyampalkan perrnohonan/gugatan ke 

BPSK Medan berkaltan dengan pe.mbellan Sparepart HP t.ersebut, 

kemudian Termohon Keberatan/semula Tergugat beberapa kall terllhat 

karyawan datang ke Tako Termohon Keberatan/semula Tergugat mencoba 

lngln membell lagl SP,arepart HP; nan:iuo Aleh tldak dllayaril oleh karyawan 

Tako Termohon ~!!beratan/s.emula Tergugat ; 

Berdasark,an hal-hai yang te:!ah Termohon Ke!tetatiri/semula Te.rgugal 

uraikan dlatas, patut dimolionka.n agar Majelis Hakim dalam perkara lnl 

dalam putu,<1nnya uiltl:lk menolak keberatan 

'l<eberatan/semulit-P;ehggugat •untuk ·seruruhnya.; 

DALAM REKONVEN SI : 

.darl Pemohon 

1!.ahwa, pada tahap persidangan .Ar-bitrasi,, t.ldak· dlberi bak pih.ak Tergugat 

tlntuk mengaju~an Gugatan b,allk (Rekonl{ensl) t<>rtiadap Penggug;ot. pada 

trryg~at kebE!J'at:m melalut Pengaditan Neg!'fl 1 maka Termoliqn 

k'eb5lra_tan(sern1Jla Tergugat lrtgin mengilfUka11 J!.ugata11 b13lik (Rekon~ef1s1) 

dalam perkara lni terhadap ·SUtfARTO IC! P.em<;>l)on keli_etal';m/semula 

Penggugat denga[l alasan·alasan seba,gal berikut : 

• BahWa, Suharto le; Tergugat dalam Rekonvensi yang sudah tilasa 

meinbell b~rbagal Sparepart HP di Toko Termohon l<eberatan/seniula 

lergugat sesuogg;uhRya sudah mengetah1Ji pe•bedaan membeli Sparepart 

HP yang me.maka1 gar-a nsi TokQ. dan yang ttdak memakar garansi ; 

• ~.&hwa, oleh karenao i\u Te.rguga~ dllam Rel(ony~r>sl lebih !Y'emilih 

membeli $p3repal't HP yang tldak rnernakab.gar~ns) dengan ca[<! Tergugat 

dalam F11!1$011ve~i mela'kukan Test/UJl langsung ~ltempat {Tako Penggugat 

dalam Rekoi:iile'&l) .,_tas. u ;:o Vivo Y71 yang a_kan dl~elinya. Dalam waktu 

yang cUkup la.ma (lebih darl "2 jam) TergugaL illtam Rekonvensl telah 

melakukan Test/Uji Sparepart Hr> beberapa LCD Vivo Y71 yang lngin 

dlbefinya, pada akhlrnya Tergugat chlam Rekonvensl membell 2 unit LCD 

Vivo Y71 yang sudah Test/diuji oleh Tergugat d>lam Rekonvensi ; 
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• Bahwa, ternyata kemudfan Tergugat clalam Rekonvef!Si merigaj ukan 

permohonan/gugatan terhadap. Penggugat dalam Rekonvensl melalul BPSK 

Medan berkaltan dengan 2 unit LCD VlvoY7:L d,engan alasan 2 uni t LCD 

Vivo Y71 yang, pada saat dibellnya dalarn keadaan rusak tldak berfungsl 

sebagalmana mestinya, dan ketlka Tergugat <Diam Rekonvensi 

mendatanganl Toko Penggugat m lam Rekonvensl agar Toko Penggugat 

dalam Rekonvensl me.nukar/menggant i LCD yang baru akan tetapl Toko 

Penggugat dalam Rekonvensi menolaknya. Namun dalam surat 

permohonan/ pengatt..L1annya dlman;. Tergug.al dalam Rekonvensl telah 

menyembul)_ylk,an atau tJdak n\eneerltakan/ mengemukakan sec:ara Jujur dan 

·yang s~l;ienarny'a, bl:lflwa 2,un7t LCD. Vfv.ov;J. sebelurn dlb_ell oleh Tergugal 

dal?m ~efonvensl telah di Tesr{<Hujl lan~'u11g qleh Tergugat d\lam Rekon· 

'Ver\sl <lltel'npat/ dl ToKo Pengg'ugat dR dan LCD Vivo Y71 dal'a~ keadaa n 

bag us <Ian berfungsl :Sebagai man'll m·estlnya ; 

• Sahwa, perbuatan Te<gugat dalam Rekonvensi dalam surat 

permohonan/gugatan yang menyembunylkan atau ;tldak 

menceritakan/mengerntikakan secara 1ujur dan yang. sebenarnya tJerkaltan 

dengan .ko'l.clisl Sparepart HP yang ,se!>enarn.ya s~elu_m dlbell dan dib.aw,a 

pulang pleh Tergugat dalam Rekonvensl, dapal dJgoloflg.kan sebagal 

p:erihlatan melawan hukum yang ·dapal m·eruglka!' Penggugqr d!la'fn 

Rekpnvensi, karen·a. d.apat dlta-fsirkan oleh ~lialayak seo'l,al\-ol.ah benar 

Pen·g~utat dalarn RekonvenSI !elah m~njual Spcarepart ttP dalam kondisl 

rusak ; 

• Sahwa, selain it-u Tergugat <:lalam Rekonvensl dalam surat gugatan 

keberatannya pada halaman 5 ada menyebutkan : bahwa. barang / 

Sparepart yar;ig•diperedukst atau diperdangkan Termol:>on ·K.eberatan/Pelaku 

U5<1ha did.uga llegal at,.u. palsu~' ; 

• B~hw''l\ perlu T~rgugat d<\,1.lim Rekonvensl ketalwl, Bahwa Toko 

Penggugat,dalam R01.konv~Rs} bukanlah produseh Sparepart Hp atau yang 

memproduJ<sf Si>,arepalit KP dan Pen.ggll~t d!furri Rekonvensl bukanlah 

Distributor Sparepart HP ataupun Ag en Tunggal darl HP a tau Sparepart HP 

merek tertentu, melainkan Toko Penggugat chlam Rel<onvensl hanyalah 

Toko yang menjual Sparepart HP sesual dengan per-untukannya yang 

sebelumnya Penggugat dalam Rekonvensi pesan/beli dari Distributor 

Spa repart HP di ROXI MAS Jakarta ; 
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• Bahwa, hlngg11 sekarang belum ada suat u Putusan Pengadilan yang 

menyatakan bahwa Sparepart HP yang dijual oleh f)Jstrlbutor Sparepart HP 

di ROXI MAS Jakarta kepada Toko·Toko t~rmasuk Toko. Penggugat diam 

Rekonveiisi kemudian Penggugat dalam Rekonvensi Jual kepada Custorner 

termasuk kepada Tereugat cl!lam RekMvensl adalah barang/ Spareparat 

HP llegal atau palsu; 

• Bahwa, oleh kar,ena i tu sikap dan perbuatan Ter.gugat dilam Rel<onvensi 

yang telah menduga bahwa barang/Sparepart HP yang dljual oleh 

Penggugat dalam Re.1<onvensl adalal) !legal dapat dleolongkan sebagai 

perbuatan melawan hwkufTJ ya~g c!apat mecuglKan P~nggugat dllam Rekon· 

vensl, kfirena slkap 9an pel btJatah Tergugat calam Rekonvensl dapat 

meij(e:[)tarkan nama b'aik Pengsugal dlJam FtEi~onvensl dillngkungan 

r{asyarakat seolal \-otah Per\~gugat dill.am ·Rekonvensi te1ah me'1]~al barang 

'yang llegal .cran juga daP.a t menurunkari omiet penjualan Toko P'enggugt 

dalam Rekonvensl; 

• Bahwa; berdasarkan ha·hal yang telah Penggugat c!J1am Rek.onvensi 

uralkan dlatas, maka patut Climohm1kan agac Tergugal c!Jlam Rekonven.si 

dinvatakan telah melakukan perbuatan melayvan huk·um; 

- BapW<>, perboatan melawan huk1.1m yang dil~kukan Ter!Wfrnt ddam 

Rek_on\lensl sebaplmana. tersebut diatas dapat 1]1ecusak nama bal~ dap 

reputa.sl Toko Spar•epart HP frenggugat cii!~m Rekonvehsl dlllng~ungan 

masyarak,at luas, kal'.,,a ltu. Peng!!ugat dilarn F!eit~nv,en'sl patut 'l1enuntlit 

11.gar Ter~.ug'at dala'm Re!$9:nvens) dlhulc.um ,unl.!J~ m·embayar 11.antl ke1u~\~n 

moriel kepa·da Pen~ugat dalam Rekonvensl sebe~~r Rp. 2..000.000.000,­

(dua rnily~r rupiah) atau sejumlah '@'ng patlrt rnenurut haklrn ; 

- B.ahwa, agar gugatan f!enggugat. dalam Rekonvensi diRemudian hari 

tlda.k .menjaai hampa, rnaka patul dimoho9kan agar Maj elis hakim 

meletakkan !;ita 1aminan (C(>nservatoir Beslag) terlel;>lli dahulu terhadap 

harta benda mlli~ atau. yang dltempatJ Tergugat. chla.m R~konevensl yaltu 

Rumah berlkut laHan tanah pertap'l,kanriv.a yang t>erlokasl/terletak di JI. Kota 

Cina Paya Pasir Medan Mare.la·n ; 

Berdasarkan hal-hal yang· telah Penggugat c:hlam Rekonvensi 

kemukakan/uraikan djatas patut dlmohonkan kepada Majelis hakim yang 

memeriksa dan meAgadlll perkara lnl untuk menjatuhkan putusannya 

sebagai berikat : 

OALAM KONVENSI: 

Oalam Eksepsi: 
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Menerima eksepsi Termohon keberataan/semula Tergugat; 

Menyatakan gugatan keberatan Pemohon keberatan/ semula Penggugat 

ttdak dapat diterima ; 

Atau : 

Oalam Pokok Perkara : 

- Menolak gugatan keberatan Pemohon Keberatanfsemula Penggugat 

untuk seluruhnya : 

- Menguatkanfmengukuhkan Putusan Afbitrasi BPSK Medan No. 

010/Arbitrasi/ 2022/BP.SK.Mdn tan1uia117 Maret 2022· untuk seluruhnya; 

DALAM REKONVENSI : 

IYlengabulkal'\ gugatan Peng~ugat dillam Rekonvensl untuk seluruhnya ; 

~ .Menyatakan Terg_uga_t <lal!lm Rekor\i(~nsl telali mel~kukan Perbuatan 

'Melawan hukun'I ; 

• Menghuku'm'Ternugat dalam Reksnvensl untuk memba yar ~nrl l<eruglan 

rnoriel kepada P.en.gg,uj!at dR sebesa1 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Mkim : 

• Menyatakan Sita Jaminan (Conse<vatoir Beslag) yang telab diletaka~kan 

dal.am perkara Inf adalah s.ah 'berhar.ga ; 

- Membebankan ongkos perkara yang um!iul ~epada Ter11ugat calam 

."'ekonvensi; 

A TAU : 

- Me'molion P.utj.lsan yang s.eadll-adiln~a-at~u yang tepat menarut hu.ku'm 

atau kepatutari at11u l<eyakfn·an hakim ; 

Menimbang, Qatiwa Pi:mohon Kepe~afan tldak mengaJukan repllk{ dan 

demiklan j uga p11'i~k Term0h'on Keber alah fdak tnengajukan Dupll~ 

Menlm bal)g, bahwa atas replik Peinolion Keberatan te'.Sebut , Temohon 

Keberatan dan Turut lermohon Kebe<aran secara Ilsa" menyatakan tetap pada 

jawabannya; 

Menimbang; .. bah:wa untOk membul(tlkan d.alll-dalll keberatannya, 

Pemohon Keberatan telah mengaju~an b<1,~tisurat berupa loto ~opy yang terdiri 

dari: 

1. Fotocopy Sallnan Putusan Arbltrase BPSK No.010/ Arbitrase/2022/BPSK 

Mdn tanggal 17 Maret 2022, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopl 

buktl surat tersebut diberi tanda P-l 

Hofoman14dart15 Putuson Perdota Gvgoton NornorSOl/Pdt.SUs-BPSK/2022/PN Mdn 

135 

-':~~.~,~~~·.:gir.;?'~~*"~.e.e~A..'ll.l"t.X·~:.:W~-m.=.l.1.~.; .itf.f~n.:a::~:>~~~·'!IUC'~~·4.1~::r.ll~"":-~~~~»..,.~~~"~~ 
$e~"l" t\':;1f~~ l.;-Wl"2:-~0::~~~J6.:~~KMi:ei;l:cl~.,::~i:e'1'i: :~~~-~d";>~ J;e:~=-~~~U.·~b~Mi..::Oll:~.W..!"~~:tlCO~l'e<:tl •'e~' 
0~"1 ~A'JU~~~t:S"fl':""...r.-..:::l f~-.;>~<r~~~h-=kl"°~J'Q'::.:::t:"'":~), ,-:.__-c<l ;;e.l:m~. m~~~e..'l!,·~~;'~ilt_~-!-;., .O:;i;r.;/f!~1'~ 
=--a ~l!>".~~b.l'WA. ... ~~ :':Jeo:c:-«:,~"";(~.:1 '.l Halarnan 14 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 3/11/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

Tegar Fransciskus Silalahi - Kajian Hukum terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen….



Cts~ 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 

2. Fotocopy Salinan Putusan Arbftrase BPSK No.017/Arbitrase/2022/BPSK 

Mdn tanggal 21 Aprfl 2022 antara Mangas! Siahaan melawan Toko GMT 

Sparepart HP, telah dlnazeglen, selanjutnya pada fbtokopf bukli surat 

tersebut dlberl tanda P-2: 

3. Fotocopy Print Out Jawaban Pemohon keberatan atas bantahan 

Termohon keberatan di Badan Penyelesa1an Sengketa Konsumen, telah 

dinazeglen, selanjutnya pada rotokop1 bukti surat ters.ebut diberi tanda P3; 

Keseluruhan buktl surat tersebut telah dlbubuhl meteral dan telah 

disesualkan dengan aslinya; 

Menfmbans. bahwa dl'persidangan Pemohon ~eber:atan menyatakan 

tldak menga1u~al'l~a'Rsi; 

Meni.hibang, bahwa Terrrtohon Kebetatan telah me.ngajuf1an buktl surat 

berupa foto copy yan~ terdlrl· darf: 

tL · Faishdlsk berislkan Rekaman GGTV tertanggal 9 ~ebruari 2022 pada 

saat SUHAf!TO le. Pemoho.n l.('eberatan memakai tl!;'lm warna merah 

melakukan ,aktlvltas test/ujl terhad.ap b.eb.~P.• .SP.a rep an HP ;leo di Toko 

GM Sparepart, Hi> cllantaranya 2 (dua) 1.rnft LC[) .un.tLlk VIVO 11'71 yang 

(11trel lhya, telah dlniifeglen, selanJutnl'i' pa<la !o.tDk\)Pl liuk!l surat terseb,ut 

dlbefl taoda 1'·1; 

2, Print Out- bl!berapa -l!"rhbar dad ~Eikam'an CCTV tertal;iggnl 9' Febru<1rl 

'2022 pada saa:t gambar SUHARTO·Jc, Pemohon K'eber.atan memak:a1 Helm 

Wama Merah diberi tanda llngkaran warna me<ah sedang melakukan 

aktivi tas test/uj i ter hadap. beberapa sparepart l'IP/ LCo di TQko '!SM 

Spatepart HP dianfarany;> 2 '(dua) unit [CO untu~ VIVO Y71 y.ang dlb~Jjnya 

tefah cilnazeglen, selanJutnya pail~ fotokopl ~ukti surat tersebut dlbeil randa 

T -2; 

3. foto~opi Salinan Putusan Arbitrasl B)'SK 'tanggaj 1 T Maret 'i022 No . . , 
OlO/ ,;rbi~raSl/W2?/BPSJ<.Meaiin aalam sengkefa .Ko'nsumen antara 

Termohon Keberatan/Semula Tcrgugat mefawan Pemohon 

Keberatan/Semula Penggugat, telah dinareglen, selanjutnya pada fotokopi 

bukti surat tersebut d1beri tan<)a T3; 

Menimbang, bahwa dfpersldang;in Termohon Keberatan menyatakan 

tidak mengajukan saksl; 

Menimbang, bahwa kedua belah p'ihak tidak mengajukan 

konklusf/kesimpulan; 

Menimbang, bahwa okhirnya ked1,1a belah ·pihak meny'atakan tidak 

mengajukao sesuatu lagi dan mohon putusan: 
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Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam 

beri ta acara persidangan perkara inl, untuk menyingkat putusan lnl dian.ggap 

relah termuat dan menjadi baglan yang tak terpisahkan dengan putusan ini; 

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mer\yatakan tldak ada hal-hal 

yang dlajukari lagi danmohon putusan; 

TENTANG P ERTIMBANGANHUKUM 

Oalam Eksepsi 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

OALA M EKSEPSI 

Menimbang, bahwa ma~$Ud d an fuj\Jan permohonan Pemohon 

pada pokoknya s\ilia~almana telah diuraikan iliatas d alani keberatan nya; 

Menim bang, bahwa dalam· ekskepsinya Termohon mendalilkan se 

botgai beri f<u t: 

Bahwa Pemehon Keberatan/<emula, Pengguga\ 

):>l:lk~nlah Kon.sumen murhl/akhlr. melalnkan· l'em\11~/pela~u 

ilsaha Jasa perbalkan Hanlf Rhone (Servlce/ Reprasf), maka 

tlda'll berhak mengajuk,an permohonan/gugafan ke BPSK' ,atau 

Lembaga Atbltrasi ataupun mengaJukan gu.gatlln keberat<tn ke 

Pengaailan Negerr; 

Bahwa gugatan keberatan diaJul<an/'.didaf.ta,rkan oleh 

Pemohon keberatanhemula ' llengguga\ telah Jewat wa~tu 14 

harl tertift1fng sejaj( peflitieritafn1,an Putusan Arbitra-sJ BPS,!(' 

Medan· te.r,sebut dite'rima oleh Pemonon ke~erat.ln#ein,41a 

·Penggugat p~d;; tanggal 24' Mar~t 2022 

Menimban[i; bahwa. terhadap keberatan Termohon bahwa Penggugat 

bukanlah KoRSamen murni/akhir, melain~an Per.nllik/pelak" us,aha jasa 

perbaikan Hand Ph9ne (-Se(Vi~e/ Reprnsi), maJ<a tidak berhak mengajukan 

permohonan/gugatan ke BPS,K atau Lemb:11gj1,Arllltrasi ataupun mengajukan 

gugatan keb,eratan ke Pengadifan Neger~ ·Ma(e'iis Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut; 

Bahwa berdasa'rkan Pasal 1 ang.ka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 disebutkan bahwa: 

Konsumen acialah setiap orang pemakal barang dan/atau jasa yang 

tersedJa dalam masyarakat, baik bagf kepentingan diri sendirJ, 
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keluarga, orang lain, maupun makhluk hldup lain dan tldak untuk 

diperdagangkan. 

Elahwa sekalipun Pemohon adalah penerlma jasa perbaikan Hanphone dari 

konsumen lain, namun hubungan Pemohon ·dan Termohon adalah meru­

pa.kan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Yang mengikatkan 

dlri dalam Kerjasama jual bell sparepart adalah pemohon dan rermo.hon di 

mana pemohon daiam hal ini selaKu pembell spare part dari 1er'mohon, yang 

berarti Pemohon adalah Konsumen termohon yang merupakan peiaku Us 

aha; 

Menimbaf1g,· l>ahwa berdasctrkan pertimbangan diatas, sudah te pat 

kebcrman dia)ukan oleh Pemoh<>n selaku konsumen dan rermohon selaku 

Pelaku Usal:ia: 

!ylenrmti.ans, 11.ahwa terhadap .J<ebera'tan Ke.dua n111,ngen,ai gu.~a_ta n 

)(eberatan tliajukan/drdaftarkari oieti Pemobon ~eb.et.l:tan/semula Penruiu~t 

re[a li lewat waktu 1-4 l'\ari ternl rung ·sefak pemperitilhuan Putusan Arbi trasi 

EIPSK Medan tersebut dlter1ma oleh Pe·rriohon keb'eratan/se·muia Pene.gugat 

1'3'da tang.gal 24 Maret 2022, Majell> Hakim m·empertimb'angl<an sebagal 

betikut: 

Elahwa berdasarkaJl ketentuan Pas.al 56 (2) Undang,undang .t-jumor 8 Tahun 

1.999, d inyatal<an bahwa • P.ara pih~k dapat mengajuk,an K~b.eratan keJ<ada 

P;engadlla'Ji Negerl _paling lamllat, 14 (~mpa t tieias) ·harl setelah menerll'!UI 

p·emtie"ritahuan putUSlj\i tersebut'; : 

Menimbang; bahwa lebih ianjut rlalam Perma Jllomor. 01 Tahun 2006 

hmtang Tata c.a.ra Pengajuan Keberatari Terhadap Putusan B.irdan 

Perw elesaran Sengketa Konsomen, pada Pll$al 5 (1) dl~egas!ia.n bahwa 

"'Kell~tan dlajukan o'aJam tenggang wa~tu 14 (empat b.el~s) hari 

terhitung sejak pelaku 4saha .atau konsumen menerjma ~emberitahuan 

Putusan BPSK"» Kemudlan pasal 1 a(lgka 4 menyebutkan bahwa hari yang 

diniaksud dalam Pe(ma Nom,or. 01 Tahun ·2.006 tentang Tata cara 

Pengajuan Keberatan Ternadap Plltusan Sadan Penyelesaian Sengketa 

Konsunien;adalah hari kerj a; 

Menlmbang, bahwa set eiah majeiis haklm mencermati tanggal putusan 

Pemohon kebera.tan rnenerlma pemberitahuan Putusan Arbitrasl EIPSK 

Meda11 No. 010/ Arbltrasi/2022/EIPSK Medan yaitu pada tanggal 24 Maret 

2022 dan Pemohon keberatan/semula Penggugat mendaftarkan gugatan 
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~eberatannya di Pengadllan Negerl Medan dengan daftar No.3.07 /Pdl.Sus­

BPSK/2022/PN-Mdn yalcu pada tanggal 14 April 202:\ maka jangka wa.ktu 

pengajuan keberatan belum melewatl teng.gan,f! waktu14 harl kerja 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut 

Majel is Hakim terhadap T EN GGANG WAKT U pengajuan permohonan 

Keberatan oleh Pemohon di Pengadila.n Negeri Medan Kelas I A Khusus, 

maslh dalam tengat 14 (empat belas) harl, sehingga secara fom1il 

permohonan Keberatan a quo dapat diterima: 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa rnaksud ·dan tuJuan gugatan keberatan Pemohon 

adalah sebagairnana te .. eput diatas; 

·Menirnba11g, bJlhWa dalam gugatannva pernohon menc!aillkan seb~ 

s,ai berlkut:. 
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1. Bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2022 sekltar 

pukul 15.35 WIB membeli sparepart handphone berupa Led Vivo Y71 

sebanyak 2 unit seharga Rp.221.000/u.nit di Toko Termohon Keberatan 

Pelaku Usaha. 

2. Bahwa pada saat pemasangan ke handphone, LCD yg di bell 

ternyata rusak clan tldak berfungsi .sebagalmana mestinya. 

3. Bahwa pada tanggal 10 Februa ry 2022 sekitar pukul 14.31 Wib 

Pemohon Keberatan mendatangl Termohon Keberatan di To.ko yang 

b.eralamat di jalan s.ekip N<>_~i untuk n:iencoba memlnta ~ejelasan clan 

penggantlan atas bara,ng, yang di bell Y,a ng te;n,yata rusak dan tldak 

berfungsl ~ebagalmana· mesli'!f3. 

4: Bahwa setetah Perriohon KeMr<ltan me ncotia untuk memohon 

ptmggantlan ·atas barang yang di bell yang te rnyata rusak"dan tldak 

berfungsi sebagaimana mestinya te•se but seorang kar:yawan GMT 

mengalakan bat\wa baraag tidak< dapatcdl tuk<>r dengan a la.;an bara ng 

yang sudati ,dl bell tlpak dapat.dl tukar . 

.5. Bahwa liacanli/§pare part yang dlproduksl atatc dlperi:l;igan11J;an 

TermofionKeberatim / i>elaku llsaha diduga ilegal atau 

b.arang/spa .. repart ~.alsu dll(i're:nakan sarogat. berte_ntangan dengan 

aman·ah· un-dang-Uni:lang Perdagangan Nomor 7 Tahuh 2014 tefl 
' 

tang Pe.rdaganga f\maupun hlrarkl per'aturan lainnya yang berlaku 

di Negara Kesatu·an Republik-1ndonasia. 

il(lenimb3ng, JJahwa terhadap dalil .kebecatan terse.Qut, Termohon Ke-

b_erat;in membantah se~agal beri15!Jt: 

1. B.ahwa Penggugat.tid~k. memlnti;> peml;>elian Sparepart HP ,.yang 

a'~a gat ansinya, rnelafnkan f>:enggµga t rnelak~kan Tes;/.Uj l fa'rgsung 

semua lCE> Hfl y g dipesan Pe nggugat ; 

2. Bal)wa Dalam waktu yang cuku·p lama- dari-s ekitar pukul 15.40 

WIB s ampal tlcngan 18.-20 WIB P..emohon keberatan/semula 

Penggugat be<ada di Ta ko Tergugat untuk melakuka n Test/Pengujian 

semua LCD HP vang a kan dibe.llnva (h.al ini dapat di lihat dan rekaman 

CCTV); 

3. B.ahwa LCD Viv<> Y71 setelah di Test/oiuji oleh Pemohon 

keberatan/semula Pengguga~ lalu Pe mohon keberatan/ Pengguga! 

minta ganti kCD baru, dengan alasan tidak bisa disentuh, lalu 

Termohon kebe ratan/Tergogat memberikan gantinya ya ng baru, lalu di 

Test/diuji Kembali oleh Pemohon keberatan /semula Penggugat ; 
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4. Bahwa, Toke Termohon Kebetatan/semula Tergugat bukanlah 

Prod.usen HP atau Sparepartnya ataupun yang memproduksi HP atau 

Sparepartnya M erek tertentu dan Toko Termohon Keberatan/semula 

Tergugat juga bukan agen tunggal HP ataupun Sparepartnya salah 

sato merek atau beberapa merek HP tertentu ; 

5. Bahwa, Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat hanyalah 

menjual Sparepart HP yang sesuai/cocok dengan diperuntukkannva 

yang sebelumnya oleh Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat beli 

darl Distributor Sparepart!:tP_dl ROXI MASJakarta; 

Menimbang,, bah"@ seJanjutnya darl daJll keber_atan dan j awaban di 

atas, akan dfp_ertlmbangl<lln aP.akah Tetmohon tel_ah merugll<an hak Pemohon 

selaku K'onsumen dengah men)llaJ barang rils'ak tlan bara·ng t ldak asll; 
' -

M enihibal)g, b'ahwa dalam buktl P-1{r-3 berupa Salfnan PutlXsan Sadan 

Penyele.saian Sel)gketa Konsamen Nomor : 610/Arbitras·e/202~/Bl>.Sl<':Medan 

.tanggal 17 M aret 2!)22, dalam per\imbangannya te!ah cu_k"P. ,dipertimbangkan 

ala.san h~um gµgatan Pemohon v.a.og dlperlk!(a d an dipljtus BPSK M,edan dlte 

lak. Namun Mafelfs. Hakfm tet•P rl)empertlmbangkan 'dalam putu5,1Ln lnl , apak~h 

benar Temiolion tel3h hier-ugikan hak Pemohon selaku ~o·nsumen •de~gah 

menju~I barang rusak dari l>arang tidak •isll dan melanilJlar hak. P.em,oJion seba 

ga!mana dlatur ilalam Unoang-andang NO.JT)l>r S- Tahun' 1999; 

Menimbang, bahwa Pasal 7U ndang-und•rig Nomor>8 l'ahun 1999 dlse-' 

batkan kewajiban bagi P" lak.u usaha ·anta:ra laim 

-a, beritikad bai~'OaJam mela-kukan kegia.tan usah-anya; 

b. memberika!1 lnform3si yang benar, j el;i!i, dan j ujur m,engenal J\or> 

disi clan jaminan tia'rang dan/ata.u jasa,.serta mcmb'eri penjel3san peng 

gunaan, pe:rb_alkan dan pefl]elllia'.raa~; 

c" memperlakukan atau me1ayanr konsum'en .secara benar 'dan jujur 

'"~" tl'!:lak diskriminatif ; 

d . menjiirn1n hiutu baraog dan/atau ja~a yang dip·roduksi cfan/atau 

diperdagangkan berdasarkan k"tentuan staAdac muta barang dan/atau 

jasa yang berlak.v; 

e. memberi kesempata.n l\,epada konsumen untuk meng\Jji, dan/atau 

mencoba barang clan/atau Jasa tertentu serta memberi jam inan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau vang diperdagangl<an; 

f. ~iemberi kompensasl, ganti rugi dan/atau penggaritian atas kertJo 

gian akibat penggunaan, pemakaian dan peman#aatan barang ·dan/atau 

jasa yang diperdagangkan: 
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g, memberl kompensasl, gantl rugl dan/atau penggantlan apabfla 

barang dan/atau jasa yang diterlma arau dlmanfaatkan tldak sesual 

Konsumen juga memlli~i kewajiban sebagainiana diatur dalam pasal 5Undang­

undang Nomor 8 Tahun 1999 Mrara lain: 

a. pemakalan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan an 

keselamatan; 

b. beritlkad baik dalam melakukan tra nsaksi pembelian barang da,n/atau 

jasa; 

c. membayar sesual dengan nllai tukar .yang dlsepakatl; 

d . menglkuti up·aya: penyelesaian h.ukum slingketa_perllndungan konsumen 

Menlmbang, bahw'a perd}l.Sarkan ~.uRli T-1 Clan T-2 b.erupa F'alshdisk 

berislkafl E<ekaman CCTV tertanggal 9 Fe:bruarl 2022 pada saa't SUHARTO le. 
' 

Pemohon Keberatan- memakal helm warna merah melakukan aktivltas tes!/uj l 

terhad.ap beberapa spa,epart HP/LCD dl•Toko GM Spar.epart HP dianratanya ·2 

,(dua) unit LCD untuk Vl\/0 , V71 dan Print 0t.t beberapa gambar dari Rek;iman 

CCTV tertanggal 9 Februarl 2,022 pada saat gambar SUHARTO' i<r. Pemoh.on 

keberatan memakal Helm Warila Merali .diberi tanda l ingkarnn warn~ merah 

se_dang nielakukan a.ktivltas t~st/uJI terhai:lai!' biob~rapa spa~part_ HPlLCO ill 

Toko GM Sp,areµart- HP d(artar:anva 1 (du~l unit L_Cp untuk VIVCi Y71, 

Termohom sei'al<u pelaku usaha sudah menjalankan kewajlbannya s<?bagalma~a 

Pasa l 7 hurU.f e yaitru memberi kesempatan kepada konSumen untuk m en 

guji, dan/atau mencoba barang;dan/atau jasa tertentu serta memberi jami 

nan d an/atl'U garansi ata> barang yang dibuat dan/atau yang dipe.Rla 

pilgkab . Walaupun t ldak ada garansl terca'taLlama waktu ket.a,hanan .b;i~ang 

Vi'ng diJual, namun dengan a1Ei.eriny3 ke5errpatan nienelitl baranir yang '.dlbeli 

clan juga mencrib_a 6arami yang ilil;lell. dipandang.:seEiagal J;imi nan darfTermo 

hon sebagal pembeil; 

Meriim tiang; bahwa ·aengan· de!nlkian Termohon sui:lah memillki itikad balk 

dalam menj uill barangnya· kepa<fa' Pemohon. Ofeh karena itti tidak beralasan 

hukum dali l permohonan keber:a.tan P.emo't:1on mcng.enai barang yang dijual 

rusak clan merugikan hak ·Pemot>pn sela~ Konsumen; 
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Menimbang, bahwa terhadap dalll l<eberatan Pemohon bahwa barang 

yang dljual dlduga bukan merupakan barang asll atau rnerupakan barang palsu, 

Majells Hakim juga rnenolak dengan pertirnbangan bahwa: terhadap dugaan 

penjuatan ba~ang palsu harus dlbukrikan terlebih dahulu d engan rnekanisme 

persidangan pidana ataupun rnekanlsrne persldangan yang berkaltan dengan 

hak kekayaan intelektua. Jika sudah terbuktl berdasarkan putusan hakirn yapg 

berkekuat.an hukum tetap, barulah pernohon dapat menjadlkan putusan ters<" 

but sebagal dasar gugatan gant i rugi atas dasar pelaku usaha tldak me" 

Jalankan kewaj lbannya; 

Menimbang, bahw'a darl uralaii pertlmbanga·n diatas maka berda~ar 

hukum untu~ m.enolak} eluruh i;etl tum ~eb'efatan p~o'h6n; 

Mehlmbang, bahwa dengan del1\1Rlan putus'an Ma)'ells· BPSK Kota Medan 

No. 010/PEN/ 2022/SPSK Mdn tepat dan benar: 

DALAM REKONVENSI 

Menilnbang1 bahwa .maksud dan -tujuan gul@.~an rekpn,vensl Termqhon 

dalam Kon\/ensl/P.emol:>on qal;im R~konvensi adalah sel:iagalmana tet tirai di 

atas; 

f\ilenimbapg, 6aliwa dalam dalll guga\;fn reKpnvenslnya Termiihon .dalam 

~,orweris1/Pe.mphon dalam R'elsonvensl mend~lllkan sebagaf b'erJkut 

- Bahwa, perbuatan T-e'rgugat ctilarn ·Rekon\iensi dalam surat 

permohonan/gugatan ·yang m·enyembunylk\in a tau tidak: 

meAcei:ftakan/ mengemukakan seGJra jujur dan yang scb'enamya ber-lraitaii 

dengan kondisi Sparepart HP y,aRg "Sebenarnya sebeJum. dibeli Clan dibawa 

pulang oleh Tergugat dala.m Rekonvensi, dapat digolon.gkan seba.gao 

perbuatan meJa.wan hukum yang dapato meruglkan Penggugat cblam 

Rekonvensi, rra·ren·a dapal ditafsirkan oleh khalayaJ< seolali-9laJi benar 

peng~9gat cla!am ·RekonvensJ te[ah· menjunl Sp_arepar- HP i:!al~m kondisi 

rusaf<i 

_ Bahw a slkap da·n perbuat'an Tergugat cblam Re~on'1'ensl yang telah 
l• + 

meRduga bahwa barang/Sparepart-HP yang •dJjl(al oleh Penggugat d!lam 

Rekonvensi adalah ifegal dapat dfgolongkan sebagai perbuatan melawan 

hukum yang. dapat merugikan Penggugat chlam Rekonvensi, kar.ena sikap 

dan perbuatan Tergugat da lam Rekonvensi dapat mencemarkan nama 

baik Penggugat dalam Rekonvensi dlling~ungan masyarak.at seolah-olah 

Penggugat dalam Rekonvensi telah menjual barang yang llegal dan juga 

dapat menurunkan omzet penjualan Toko Penggugt dalam Rekonvensl; 
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Menlmbang, bahwa Majells Hakim selan)utnya akan mempertirnbangkan 

secara formll apakah pokok gugatan 1ekonvensl te1masuk hal-hal yang 

diperlksa dalam gi.lgatan keberatan atas putusan BPSK; 

M enimbang. bahwa berdasal"kan Pasal 6 Perma Nomor 01 Tahun 2006 

bahwa Pemerlksaan keberatan dllakukan hanva ·atas dasar putusan BPSK qan 

berkas perkara. Bahwa Jlka dlhubungkan Pasal 6 Perma Nomor 01 Tatwn 2006 

dengan dalll gugaran rekonvensl Termohon dalarn Kon.vensf/ Pemohon dalam 

Rekonvensi, maka dalll gugatan reko.nvensl ·yang pada pokoknya gantl rugl ates 

peocemaran nama baik clari Termoj:,oo datam Konvensl/Pemohon dalam Rekon­

vensl, bukanlah do}lla)n darf ·pem,eri~..,an perk<1ra keber:atas alas putusan BPSK. 

Selain itu befdasar~~n p~rtjm!;angan 'dfatas, put,Usa11 BPSK sudah tepat maka 

karena jtu g\,fgata:n rekoriv~sJ Termdhoti dalam KonvenSi1Pemoh oil dalam Rekon­

vensi haruslah ditolal(: 

QALAM KONVENiit DAN REKQ NVENSI 

Menimb:ang-, b-ah.wa 9feh karerici ~uga.tan konv,ensf ditol.ak selur uhny;i rOaka 

biaya p'er.Rara d]bebanlcan kepada Pemohon/Penll&Ugat dal• '!' Konvensjf,T<>rm<> 

hon/T ergu11a1 dal•m. Rekonvensi, yang jumlahnya akan dls.eblltkan cfalam a mar 

putusan lr1ii 

Men.glngat dan mei'nperhatlkan Undang-un'dang Undang-undang NOl'\O< .s· 
Tahun 1999 ~entang ~eYOndungan Kcinsu"}en da~ Perms: Nomor ~ Tahon '2006 

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhada):> Pulusan Sadan Penyelesaian 

seogketa Konsumen serta peraturan lain yang berlcalta~ 

MENGP,.DILI: 

DAlAM KO NVENSI 
I. Dalam Eltsepsl. 

Mendlak Eksep·s1 Tergu~atfTerh'iohon Kel:leratan untuk,sefuruhoya; 

II. Dalam Pokok Perkara. 

Menolak Gugatan/ Permabonan Keberatan dari P.emol>on Kebe• 

at,an un!t)k seluruhnv.a; 

Menyatakan Putusan Majells BPSK K9ta Medan No. 

010/ PElilfi2,02:2/BPSK Mdn t~p~t dan benar; 

MenguatJ<an P.!J!USan M~_Jelis· BPSK Kota Medan No. 

010/ PEN/2022/BPSK Mdn tanggal 21 Aprll 2022; 

DALAM REKONVENSI 

Menolak Gugatan Rekonvensirermohon da lam Konvensi/Pemcr 

hon dafam Rekonvensi; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 
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Menghukum Pemohon dalam Konvensl/Termohon dalam Rekon­

vensl urttuk membayar blaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00(t lga ratus 

sembllan puluh llma ribu ruplah); 

Oemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelfs HaRlm 

Pengadllan Negerl Medan, pada harl Jumat tanggal 03 Juni 2022 oleh Kami 

Phillip M. Soentpiet, S.H ., sebaga1 Haklm Ketua, Dahlia Panjaltan,. S.H .. dan Or. 

Ulina Marbun, S.H.M .H,, masing masing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk 

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadllan Ni>gerl Medan Nomor 

307 / PdLSus-BPSK/2022/PN Mdn ta~ggal 14 l\erll 2022, putusan t.ers.ebul pada 

harl Selasa, tanggal 07 Junl 2022 dluq~p~n dalam persldangan terbuka untuk 

um um oleh Hj!kimXet!Ja dengan .di:famplngJ ot~h Pi1ra Hj!kfm Anggota tersebut, 

dlbantu Romadona, S.H.i Pa'nltera· Penggan'tl 'dengan dlhadlrl Kuasa Pemohon 

Keb.erar:an dan Kuasa.T e r'mohon K:eberalari .. 

,·Hakim.Anggot a, Ha~im Ketua, 

c:ianli,a P'anja_itan, S:H. Phillip M. Soentplet S.ti. 

. ' .. Or. Ulloa Marbun; S,H.M:n. 

Panitera Pen"anti, 

Romai::lona~ S.H~ 

Perinc.ian btaya : 
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1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00; 

2. Proses Rp. 150.00Q,Oi:J; 

3. Blaya Penggandaan Rp. 35.000,00; 

4. Kuasa Rp. 10.000,00; 

5. Ongkos Panggil Rp. 150.000,00; 

6. Materai Rp. 10.000, 00; 

7. Re.dak~i Rp. 10.000,00; 

Jumlah Rp. 395.000,00; 

(( Tiga ratus- sem~rlan _p~lub 1Tma ribu rupiah)); . . . ' 
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